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KATAPENGANTAR. 

Perubahan sistem tata pemerintahan daerah dari rejim sentralisme ke rejim otonorni daerah yang dikukuhkan 

oleh Un dang Undang CUU) no. 22/1999 dan koreksinya melalui UU no. 32/2004, telah memberikan 

konsekuensi sangat luas dan mendalam pada sistem tata pemerintah daerah di Indonesia. Perubahan 

tersebut dapat dilihat dengan jelas dari bergesernya status dan kedudukan suatu kelembagaan dalam 

keselilruhan formasi tata-pemerintahan daerah. Peru bah an pada tataran status dan kedudukan suatu 

kelembagaan membawa konsekul , i perubahan lebih lanjut pada luasnya batas-batas kekuasaan dan 

kewenangan suatu kelembagaan jalam proses-proses pengaturan dan pengurusan kebijakan publik. 

Peru bah an juga tampak pada pergeseran peran instansi pemerintahan dalam menjalankan fungsi 

organisasional dalam pemerintahan, pelayanan publik dan pembinaan tata kehidupan sosio­

kemasyarakatan. 

Dengan be~ubahnya rejim tata-pemerintahan daerah dari sentralisme ke deselltralisme, telah 

mengakibatkan peru bah an yang sangat dramatis status institusi kecamatan dalam organisasi pemerintahan 

kabupaten/kota. Statusnya berubah dari institusi/a!at dekonsentrasi yang mewakili pemerintah pusat di 

daerah (semasa UU no. 5/1974) menjadi sekedar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tidak lebih 

hanya menjalankan fungsi administrasi perkantoran wilayah semata-mata. Me~ki ruang-ruang peraturan 

perundangan yang ada, telah mengamanatkan adanya perintah pendelegasian we}Venang dari bupati ke 

camat, namun tetap saja political will dari bupati untuk melimpahkan kewenangannya ke kecamatan . , 

tidak/sulit diharapkan. Degradasi kewenangan dan kekuasaan yang berlangsilng secara sistematis ini 

menyebabkan camat dan kecamatan merasa "lumpuh" dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan 

sehari-hari. Perasaan "tidak berdaya" itu sangat beralasan menghinggapi camat, karena pada saat yang 

bersamaan ekspektasi masyarakat terhadap camat dan kecamatan tetapillh tinggi, tidak ubahnya seperti 

apa yang terjadi pada masa berlakunya UU no. 5/1974. 

Pokok perdebatan mengenai institusi kecamatan yang dikaji di ole~ studi ini, sesungguhnya berkaitan 

dengan tinjauan atas menguatnya dua arus pemikiran dalam me man dang kecamatan. Arus pemikiran 

pertama mengatakan bahwa dengan situasi-kondisi yang seperti dikemukakan di atas, maka institusi 

kecamatan sebaiknya dihapuskan dan peranannya (jikalaupun masih ada) diserahkan ke des a atau 

kelurahan di bawahnya. Atau, semua kewenangannya memang harus dikembalikan ke bupati. Arus 

pemikiran kedua mengatakan bahwa bagaimanapun juga institusi kecamatan tetap dibutuhkan 

kehadirannya dalam tata-pemerintahan daerah. Kebutuhan akan kehadiran institusi kecamatan sangat 

dirasakan terutama di kawasan perbatasan, daerah terpencil, pulau-pulau terluar, dan kawasan yang sangat 

luas secara geografi spasial dimana instansi-instansi sektoral be!um mampu secara fisik hadir serta 

menjangkau warga yang seharusnya dilayaninya. Berdasarkan pembuktian di !apangan, para penelitiatau 

penulis working paper sesuai dengan tema kajian masing-masing memberikan gambaran mengenai 

kondisi kecamatan saat ini dan bagaimana harapan terhadap kelembagaan kecamatan ke depan. 

Working Paper (WP) No. 02 dengan judul Posisi Kecamatan: Suatu Analisis dari Perspektif 

Kelembagaan adalah salah satu bagian dari laporan studi Kelembagaan dan Tata-Pemerintahan 

Kecamatan: Review Implementasi dan Rekomendasi yang didukung oleh DRSP-USAID. WP ini 

hendak menggambarkan situasi, kondisi dan keberfungsian kecamatan dari perspektif kelembagaan. 

Penulis bersyukur atas selesainya penyusunan WP ini dan berharap kiranya akan adanya kritik dan saran 

yang membangun demi perbaikan tulisan ini di masa mendatang. 

Bogor, Maret 2008 

Penulis 

KELEMBAGAAN DAN TATA-PEMERINTAHAN ~CAMATAN I iii 



iKATA PENGANTAR 
DAFTARISI 
DAFTAR TABEL 
DAFTAR GAMBAR 

I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
1.2. Tujuan Studi 
1.3. Pendekatan Teoritis 
1.4. Metode Studi 

OAFTARISI 

II KELEMBAGAAN KECAMATAN: PERUBAHAN DAN PILAR-PILAR PENOPANG 

2.1. Kelembagaan Kecamatan pada Masa Orde Baru . 
2.2. Kelembagaan Kecamatan di Era Reformasi 
2.3. Ikbtisar 

III BENTUK KELEMBAGAAN KECAMATAN: SISTEM ORGANISASI DAN 
KONTROL TERHADAP SUMBERDAYA 

3.1. Kecamatan sebagai Organisasi dan Kontrol terbadap Sumberdaya 
3.2. Arab Bentuk Kelembagaan Kecamatan 

IV KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 

4.1. Kesimpulan 
4.2. Implikasi Kebijakan 

DAFf AR PUSTAKA 

iv I Nasdian, F.T. POSISI KECAMATAN: Suatu Analisis dari PerspektifKelembagaan 

Halaman 
I . iii 

iv 
v 
v 

1 

1 
2 
3 
5 

7 

7 
10 
16 

19 

19 
24 

26 

26 
26 

28 



Nomor 

2 

3 

Nomor 

2 

3 

OAFTAR TABEL 

Tiga Pilar "Penopang" Kelembagaan 

Lokasi Studi menurut Provinsi, Kabupaten , dan Kecamatan Kasus 

Matriks Peran Kelembagaan Kecamatan sebagai Sistem Organisasi 
dan Kontrol terhadap Sumberdaya dalam Era Reformasi 

DAFTAR GAMBAR 

Posisi Kecamatan secara Hierarkhis dalam Kerangka Sentralistik 

Posisi Kecamatan dalam Kerangka Desentralisasi 

Perubahan Kelembagaan Kecamatan dan Pilar Kelembagaan 

Halaman 

4 

5 

23 

Hc:laman 

10 

11 

18 

KELEMBAGAAN DAN TATA-PEMERINTAHAN KECAMAT AN I V 



l. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perubahan sistem pemerintahan dari paradigma yang berorientasi pada sentralisasi ke 
desentralisasi, yang dikukuhkan oleh Un dang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, telah memberikan konsekuensi sangat luas dan mendalam pada sistem 
tata-pemerint~han daerah di Indonesia. Perubahan tersebut dapat dilihat dari bergesernya status 
dan kedudukan suatu kelembagaan dalam keseluruhan formasi tata-pemerintahan daerah. 
Konsekuensi dari perubahan tersebut adalah pada batasan kekuasaan dan wewenang suatu 
kelembagaan dalam mengimplementasikan proses-proses regulasi, legislasi, dan kebijakan 
publik. 

Konsekuensi tersebut tampak pada pergeseran fungsi dan peran instansi pemerintahan dalam 
melakukan fungsi manajerial seperti koordinasi, bantuan, dan fasilitasi, maupun pengaturan, 
evaluasi serta pengawasan atas suatu kebijakan. Terjadinya pergeseran batas-batas kewenangan­
fungsional dari posisi semula pada suatu kelembagaan dalam pemerintahan telah menciptakan 
kemungkinan-kemungkinan baru dalam hubungan antar-kelembagaan peme~intahan di daerah. 
Sebelum berorientasi pada desentralisasi, hampir tidak mungkin formasi sosial yang 
menunjukkan hubungan antar-kelembagaan lokal dalam tata-pemerintahan daerah yang lebih 
merujuk pada basis-basis normative dan cultural-cognitive diakomodir. Akan tetapi, sejak 
berorientasi pada paradigma desentralisasi, formasi 50sial dalam sistem tata-pemerintahan di 
daerah telah membentuk pola-pola relasi kekuasaan dan wewenang yang berbasis tidak hanya 
pada pilar regulative, tetapi juga telah mempertimbangkan pilar normative dan cul.ural-cognitive 
yang berbasis pada otonomi lokal. Dampaknya, meskipun regutasi yang diimplementasikan 
dalam tata-pemerintahan di daerah dalam wilayah Indonesia adalah sarna tetapi dalam 
implementasinya kekuatan struktur lokal atau kelembagaan yang ditopang oleh pilar nonnative 
dan cultural cognitive s~makin membuat "bangunan" tata-pemerintahan daerah menjadi yang 
lebih beragam. 

Manifestasi dari pergeseran paradigma sis tern pemerintahan daerah, yang semula lebih 
berorientasi pad a sentralisasi kemudian bergeser kepada yang berorientasi pada desentralisasi, 
adalah diimplementasikannya otonomi lokal dengan memberikan otonomi daerah pada 
kabupaten dan kota dan otonomi desa kepada satuan desa tetapi tidak pada kelurahan. 
Implementasi tersebut menyebabkan perubahan-perubahan pola-pola hubungan tidak hanya 
antara kabupaten!kota dengan desa, tetapi juga perubahan pola-pola hubungan antara 
kabupaten!kota dengan kecamatan dan aIltara des a dengan kecamatan. Dalam pola-pola 
hubungan tersebut terdapat pandangan posisi kabupatenlkota dan desa semakin "kuat", namun 
posisi kecamatan semakin "lemah". Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan meskipun 
regulasi terhadap posisi kecamatan dipandang "melemahkan" posisi kecamatan namun tuntutan 
masyarakat terhadap peran kecamatan masih sangat besar bahkan dituntut perannya sepertiyang 
diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ten tang Pemerintahan Daerah, yang 
dalam persepsi masyarakat camat sebagai pemimpin kecamatan adalah "penguasa wilayah". 
Realitas ini menunjukkan, bahwa dari perspektif kelembagaan sistem norma dan nilai (pranata) 
dan organisasi kecamatan telah diubah dan berubah akan tetapi tuntutan masyarakat terhadap 
kelembagaan dan peranan kecamatan masih relatif sarna dengan kondisi sebelum perubahan 
tersebut terjadi. Artinya, sampai sejauh ini telah terjadi "cultural lag" yakni sistem nilai, slstem 
norma, dan sistem pengorganisasi yang mengatur pola-pola hubungan kecamatan dengan 



kete~ba;gaan pemerintah yang lain telab berubah atau diubah tetapi realitas perilaku masyarakat 
dan biro1<rat eli daerah dalam memposisikan dan memerankan kecamatan belum berubah. 

Reatitas lain, dengan semakin kuatnya kesatuan desa dalam kerangka otonomi desa (meskipun 
tidak semua desa), khususnya di pedesaan Jawa serta semakin kuatnya sistem pemerintahan di 
daerah perkotaan (urban area), khususnya pemerintahan kota dan relasinya dengan pemerintahan 
kelurahan yang juga semakin kuat, terdapat kekuatan-kekuatan dalam kelompok-kelompok 
masyarakat yang menginginkan kecamatan dihapuskan dalam sistem tata-pemerintahan daerah. 
Menurut mereka, kecamatan tidak diperlukan lagi karena selain memperpanjang "rantai" 
birokrasi dan dalam hal-hal tertentu justeru memperlemah otonomi desa. 

Gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam memaknai 
pelaksanaan proses desentralisasi di kalangan masyarakat, aktor birokrat pelaksana kebijakan, 
dan stakeholders lainnya. Terdapat pihak-pihak yang berpandangan bahwa posisi, peran, dan 
kewenangan kecamatan seperti saat ini dalah yang ideal karen a kewenangan otonom sudah ada 
di des a dan kabupatenlkota serta sebagian di provinsi. Bahkan terdapat pula pihak-pihak yang 
berpandangan bahwa pada suatu saat pemerintahan keeamatan dapat berganti rungsi. . Akan 
tetapi tidak sedikit pihak-pihak yang berpandangan bahwa posisi dan peranan keeamatan 
sebagaimana yang ditetapkan saat ini tidaklah cUkup. Oleh karena itu kelembagaan keeamatan 
tidak mampu menjalankan fungsi pemerintahannya sehari-hari. Apalagii dalam persepsi 
masyarakat, bahwa posisi dan peranan keeamatan masih seperti yang dahulu','Pandangan seperti 
ini cenderung pada masyarakat di daerah atau kawasan terpencil dan kawasan-kawasan yang 
masih sulit dijangkau karena aksessibilitas sarana transportasi dan komunikasi dati pusat 
pemerintahan kabupaten dan aras pemerintahan lainnya. 

Merujuk kepada dinamika dan perubahan pranata sosial (sistem nilai, norma, dan poia-p.Jla 
relasi) keeamatan dan realitas pandangan dati kalangan masyarakat, aktor birokrasi pelaksana 
kebijakau, dan berbagai stakeholders terhadap kecamatan, maka telaah "penguatan" kecamatan 
dari perspektif kelembagaan perIu berorientasi kepada pemaknaan "penguatan" keeamatan 
untuk mengefektifkan pemerintahan kabupaten dan memberdayakan desa (komunitas) dan 
masyarakat desa. Dengan demikian, pertanyaannya adalah secara institutsional (kelembagaan) 
bagaimana bentuk dIm pola-pola hubungan keeamatan dengan kabupaten dalam kerangka 
otonomi daerah dan 'keeamatan dengan des a dalam kerangka otonomi des a sena bentuk dan 
pola-pola hubungan horizontal yang mampu mensinerjikan kekuatan multi-pihak (stakeholders) 
dalam prinsip-prinsip good-governance? 

1.2. Tujuan Studi 

Studi "Penguatan" Kecamatan dari Perspektif Kelembagaan bertujuan menemukan dan 
merumuskan bentuk kelembagaan kecamatan untuk mengefektifkan pemerintahan kabupaten 
sena memberdayakan desa dan masyarakat desa. Seeara rinci, tujuan spesifik telaah 
"penguatan" keeamatan dari perspektifkelembagaan adalah : 

1. Menganalisis perubahan-perubahan kelembagaan keeamatan dalam dimensi historis · dan 
prospek kelembagaan keeamatan untuk menghadapi perubahan sosial dan masalah sosial 
yang akan terjadi; 

2. Menelaah kekuatan-kekuatan yang diperlukan untuk menopang kelembagaan keeamatan 
dalam menghadapi perubahan sosial dan tantangan di masa mendatang; dan 

3. Merumuskan posisi, fungsi, dan peranan keeamatan sebagai suatu sistem organisasi 
pemerintahan di daerah dan kontrol terhadap sumberdaya. 

2 I Nasdian, F.T. POSISI KECAMATAN: Suatu Analisis dari PerspektifKelembaga~n 

I ~ 



1..3. Pendekatan Teoritis 

Merujuk pada pendapat Bertrand (l974Y, kecamatan sebagai suatu kelemba,gaan merupakan 

,tata-abstraksi yang lebih tinggi dari suatu organisasi kecamatan. "Tata-abstraksi" tersebut 

menekankan pada sistem norma dan nilai, yang bersumber dari regulasi, norma-norma sosial, 
dan kognisi-kebudayaan, yang menjadi pedoman berperilaku termasuk mengimplementasikan 
kebijakan publik oleh beragam aktor di dalam organisasi kecamatan dan orang-orang yang 

mendukung organisasi kecamatan tersebut untuk tujuan memberikan pelayanan, kontrol sosial, 

dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Kecamatan sebagai bagian dari organisasi sosial, dalam 
kenyataannya tidak terpisahkan, saling-terkait serta berinteraksi denganstruktur sosial. 

Disamping itu, kelembagaan kecamatan merupakan "cetak biru" (blue print) untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pelayanan, dan ketertiban 

sehingga kecamatan memiliki fungsi dan struktur yang khas dalam bidang-bidang seperti 

tersebut di atas. 

Dalam dimensi historis dan dinamikanya, kelembagaan kecamatan mengalami perubahan 

(institutional change) yang secara multilinear sejajar dengan perubahan sosial yang terjadi dalum 

masyarakat, khususnya perubahan pada tata-pemerintahan di daerah. Perspektif sosiologi 
memandang perubahan kelembagaan tersebut sebagai suatu proses pelembagaan 

(institutionalization) atau pembaharuan kelembagaan sosial. Perubahan ter~ebut, dalam konteks 
reformasi di Indonesia, erat kaitannya dengan perubahan tata-pemerintahan daerah (mulai dari 
peraturan perundangan mas a kolonial, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 199, sarnpai dengan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004). Perubahan pada aspek regulasi tersebut dimaknai :;ebagai perubahan · 
tataran sis tern norma dan nilai serta proses pembentuk pola perilal<u 'aktor dan rnasyarakat yang 
secara bersama-sama (co-evolution) diikuti dengan perubahan proses pengorganisasian kecamatan 
sehingga mernbentuk badan/organisasi kccamatan yang sesuai dengan perubahan pada aspek 
regulasi tersebut di atas. Merujuk pada Teori Carney and Gedailevic (2002)2, perubahan bersarna 
antarll kelernbagaan dan organisasi kecamatan sebagai suatu "Institutional and Organizational 
Co-Evolution". Dengan merujuk pada pandangan Carney and Gedajlevic (2002) tersebut maka 

dalam konteks evolusi bersarna antara kelembagaan dan organisasi kecamatan dapat 
dikonstruksikan suatu perubahan yang terjadi pada kecarnatan, yakni : 

1. Organisasi kecamatan akan beradaptasi terhadap peru bah an pranata sosial (sistem norma 

dan nilai) dari traditional-local institutions (endogenous) danformal-local institutions (exogenous); 
2. Respons terhadap perubahan pranata sosial tersebut rnenimbulkan bentuk orga~isasi 

kecamatan yang baru yang sesuai dengan kondisi traditional & formal intitutions 
3. Bentuk organisasi kecamatan yang baru tersebut merupakan sinergy dari pertukaran sistern 

norma dan nilai (asimilasi dan akulturasi) traditional & formal institutions 

Perubahan kelembagaan kccamatan tersebut secara teoritis tidak hanya disebabkan oleh faktor 
regulasi. Selain faktor tersebut faktor struktur sosial masyarakat, termasuk di c!alamnya 
perubahan dan dinamika ekonomi mikro dan makro, dan faktor kultural merupakan faktor­
faktor yang dapat mernpercepat atau mernpcrlambat (atau menjadi buffer) evolusi bersama 
kelembagaan dan organisasi kecamatan tersebut. Faktor-faktor tersebut penting untuk 

I Menurut Bertrand (1974), kelembagaan adalah tata-abstraksi yang lebih tinggi dari grup, organisasi, dan sistem sosiallainnya. 
Wujud kongkrit dari kelembagaan tersebut adalah assosiasi. 

2 Uhat juga tulisan Alfred Kieser. 1989. "Organizational, institutional, and societal evolution: Medieval craft guilds and the genesis of 
formal organizations", Administrative Science Quarterly 34: 540-565 dan tulisan Douglass C. North. 1990. Institutions, 
institutional change and economic perfonnance. Cambridge: Cambridge University Press. 
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;~m):mllml,j~t'l[lgl~aii' dalam niehelaah petubahan kelembagaan karena berdasarkan struktur sosial 
'k~ttuc~masyarakat Indonesia adatah masyarakat yang majemuk dan beragam. Oleh karena 

itu, merujuk pendapat Scott (2008), pada setiap tahap atau periode peruba~an (evolusi bersama) 
'(ersebut periu ditelaah apa' dan bagaimana «pilar-pilar kelembagaan'" yang mendukung 

!kelembagaan kecamatan tersebut. 

Menurut Scott (2008) daJam buku teksnya "Institutions and Organizations: Ideas and Interest": 

Institutions are comprised or regulative, normative and cultural cognitive elemems that, together with 
associated activities and resources, provide stability and meaning to sor.iallife. 

Ketiga elemen tersebut membentuk suatu gerak-kontinum ''from the conscious to the unconscious, 
from the legally enforced to the taken for granted"]. Berdasarkan pandangan tersebut, ketiga elemen 
tersebut menjadi "pilar-pilar" yang menopang kelembagaan kecamatan (Tabell). 

Tabell. Tiga Pilar "Penopang" Kelembagaan 

Regulative Normative Cultural-Cognitive 
Basiccf Expedience Social obligation Taken-for grantedness 
compliance Share understanding 
Basic of order Regulative rules Bindi!lg expectations Constitutive schema 
Mechanisms Coercive Normative Mimetic 
Logic Instrumentality Appropriateness Orthodoxy , 

Rules Certification Common beliefs 
Indicators Laws 

Accreditation Share logics of action 
Sanctions Isomorphism 

Affect Fear Guilt/Innocence Shame/Honor Certainty/Cofusion 

Basic of 
Comprehensible 

ligitimacy 
Legaliy sanctioned Morally governed Recognizable 

Culturally sJpported 
Sumber: Scott (2008) 

Bentuk-bentuk kelembagaan kecamatan yang dikonstruksikan sebagai hasil dari proses evolusi 
bersama antara kelembagaan dan organisasi kecamatan (perubahan kelembagaan kecamatan) 
pada setiap periode atau tahap akan menunjukkan kekhasan dengan "pilar-pilar" pcnopang 
kclembagaar. kecamatan. Oleh karen a itu, dengan kekhasan "pilar-pilar" penopang kelembagaan 
kecamatan akan berimplikasi sampai sejauh mana kelembagaan kecamatan mampu menjadi 
"sistem organisasi da~ kontro! sumberdaya". Dengan merujuk kepada konsepsi Schmid (1972), 
kecamatan dapat dipandang sebagai suatu "sistem organisasi- dan kontrol terhadap 
sumberdaya" yang kinerjanya ditentukan oleh pola relas! dengan kabupaten dalam konteks 
otonomi daerah dan pola relasi dengan desa dalam konteks otonomi des;1. Oleh karena . itu, 
kecamatan sebagai suatu kelembagaan memiliki tiga karakteristik lltama dalam melaksanakan 
fungsi dan peranannya, yakni memiliki : (1) batas yurisdiksi; (2) property rights; dan (3) aturan 
representasi (rules oJ representation). 

Batas yurisdiksi kelembagaan kecamatan adalah batas wilayah otoritas kecamatan yang 
dilimpahkan oleh Bupati dan kewenangan mengatur hubungan antar-desa dengan tidak 
mencampuri urusan di dalam des a berdasarkan peraturan perundangan. Dalam hal ini, makna 
batas yurisdiksi adalah sampai sejauh mana peran kelembagaan kecamatan dalam mengatur 
alokasi sumberdaya. 

Karakteristik property rights yang dimiliki kelembagaan kecamatan mengandung makna 
sosiologis. "Penguasaan" sumberdaya oleh kecamatan dibatasi dalam kerangka otonomi daerah 

3 Seperti yang juga dinyatakan oleh Andrew W. Hoffman. 1997. From Heresy to Dogma: An Inslilutional History of Corporate 
Environmentalism. San Francisco: New Lexington Press. 
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dan otonomi desa yang secara sosiologis tidak dapat dipisahkan dengan pengaturan oteh hukum 
formal-positif, ad at, dan tradisi serta kesepakatan-kesepakatan sosial yang mengatur hubungan 

antar-komunitas desa terhadap sumberdaya. 

Sedangkan dalam hal rules of representation, kelembagaan kecamat&n berperan sebagai fasilitasi 
partisipasi multi-pihak dalam satuan wilayah kecamatan dengan berlandaskan kaidah-kaidah 
representasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itU, atUran 
representasi menentukan alokasi dan distribusi sumberdaya yang dibatasi oleh pol a hubungan 

vertikal kecamatan baik dengan kabupaten maupun dengan desa. 

Tiga karakteritik utama tersebut menjadi faktor "pengikat" suatu kelembagaan kecamatan dalam 
melaksanakan fungsi dan peranannya. Kuat-Iemahnya kelembagaan kecamatan dalam 
melaksanakan fungsi dan peranannya dipengaruhi oleh sampai sejauh mana batas yurisdiksi, 
property rights, dan rules of representation dimiliki oleh kelembagaan kecamatan. 

1.4. Metode Studi 

Studi "Penguatan" Kecamatan dari Perspektif Kelembagaan merupakan bagian integral dad 
Studi Kelembagaan dan Tata-Pemerintahan Kecamatan: Review Implementasi dan 
Rekomendasi (Institution and Kecamatan Governance: Review on Its Irizplementation and 
Recomendation). Studi tentang kelembagaan kecamatan dalam kaitannya den'gan kebijakan khas 

I 
yang dijalankan oleh dan dampaknya pada kecamatan berdasarkan peraturan dan perundangan 

tertentu di kabupaten studio Dalam rangka studi ini ditelaah bagaimana pengaruh kebijakan itu 
pada beragam aspek fungsi, peran, kekuasaan, wewcnang, status, dan kedudukan yang dimiliki . 
oleh kecamatan sebagai institusi birokrasi pemerintah daerah yang menghubungkan desa dan 
kabupaten, serta instansi-instansi setingkat di wilayahnya. Pendeka,tim yang digunakan adalah 
dengan menggali gagasan-gagasan dari bawah dan metode pem~andingan kecamatan secara 
kronologis. Studi juga menyentuh peran-peran tertentu yang diperankan oleh kecamatan. 
Termasuk dalam studi ini adalah investigasi akademik (penilaian) atas bentuk-bentuk relasi­
relasi kekuasaan dan wewenang pemerintahan secara vertikal (kabupaten-kecamatan-desa) dan 
horisontal (kecamatan-dinas-instansi) sektoral yang mengendala kecamaian dalam memainkan 
perannya. 

Tabel 2. Lokasi Studi menurut Provinsi, Kabupaten , dan Kecamatan Kasus 

No. Provinsi Kabupaten Kecamatan 
1 Nangroe Aceh Darussalam (NAD) 1. Aceh Besar 1. Baitussalam 

2. InginJaya 
2 Sumatera Barat (Sumbar) 2. Tanah Datar 3. Tanjung Emas 

4. X Koto 
3 Yogyakarta (DIY) 3. Bantul 5. Dlingo 

6. Bangun Tapan 
4 Bali 4. Bangli 7. Tembuku 

S. 
I 

Karangasem 8. Kubu 
5 Kalimantan Barat (Kalbar) 6. Sambas 9. Selakau 

10. Paloh 

Dilaksanakan di lima provinsi: (1) Nangroe Aceh Darussalam (NAD); (2) Sumatera Barat 
(Sumbar); (3) Yogyakarta (DIY); (4) Bali; dan (5) Kalimantan Barat (Kalbar). Penentuan 
provinsi dan kabupaten serta kecamatan studi ditentukan secara purposif denganpertimbangan . 
kekhasan wilayah dan kekhasan kebijakan yang diimplementasikan pada instansi kecamatan di 
daerah itu (Tabel 2). Meski demikian, penentuan lckasi studi tidaklah ditentukan tanpa 
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mempertimbangkan justifikasi akademik sania sekali. Melalui preliminary ~tudy, peneliti 
mendapat'kan "gam'barart sangat awal" ten tang profil kecamatan di kabupaten studio 

Pendekatan studi dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi 
kasus (case study). Meskipun demikian studi diawali dengan literrature review. Metode 
pengumpulan data, berlandaskan prinsip triangulasi, dilakukan dengan metode pengamatan, 
wawancara mendalam (indepth-interview), dan wawancara kelompok (Focus Group Discussion). 
Indepth-interview, wawancara kelompok, wawancara, life history, dan diskusi kelompok terfokus 
dilakukan untuk menggali bagaimana peran-faktual dan peran-yang-seharusnya dimainkan oleh 
kelembagaan kecamatan. Focus Group Discussion (FGD) menjadi pendekatan penting dalam studi 

ini secara keseluruhan (selain individual interviews) agar peneliti dalam waktu yang cepat segera 
menghasilkan sejumlah temuan (data atau informasi) yang "clear and complete". Meski FGD pad a 
prinsipnya tidak mengenal seleksi terhadap peserta diskusi, namun untuk lebih mempertajam 
efektivitas hasil studi, dilakukan kluster FGD menurut kebutuhan data dan informasi. Paling 
tidak akan dilakukan 3 (tiga) aras FGD di setiap kabupaten studi, yaitu: FGD untuk instansi 
sektoral kecamatan, FGD unt"uk desa di bawah kecamatan, dan FGD untuk pakar (expert-meeting) 
di aras kabupaten. 

Proses wawancara, baik dengan wawancara individu maupun wawancara kelompok dilakukan 
dengan Metode ORID (Objective, Reflective, Interpretative, dan Decisional). Hasil pengamatan dan 
wawancara "direkam" dalam catatan harian dan manuskrip lapangan. ~emudian dianalisis 
dengan metode content analysis. 
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2. KELEMBAGAAN KECAMATAN: PERUBAHAN 
DAN PILAR-PILAR PENOPANG 

Pada bagian ini dipapar'kan suatu hasil analisis terhadap perubahan kelembagaan 'kecamatan dari 
masa pemerintahan orde baru sampui dengan pemerintahan setelah Indonesia mengalami proses 

reformasi, termasuk di dalam reformasi sistem tata-pemerintahan daerah. Pendekatan yang 
digunakan dalam menganalisis perubahan ke1embagaan kecamatan tersebut adalah "institutional 
and organizationaL co-evolution". Perubahan ke1embagaan dalam studi ini difokuskan pada sampai 
sejauh mana organisasi kecamatan beradaptasi terhadap perubahan pranata sosial (sistem norma 
dan nilai); I'lpakah adaptasi tersebut direspons dengan bentuk baru organisasi kecamatan; dan 
sampai sejauh mana bentuk baru tersebut merupakan sinergi (atau kombinasi) dari pertukaran 
sistem norma dan nilaL Selanjutnya, ditelaah pilar-pilar penopang ke1embagaan kecamatan: 
"regulative; normative; and culturaL-cognitive" pada masa pemerintahan orde baru dan masa 

reformasi Indonesia. 

2.1. Kelembagaan Kecamatan pada Masa Orde BafU 

Pada masa orde lama, kelembagaan kecamatan diwarnai berbagai perselisihan klasik mengenai 
kekuasaan dan wewenang camat antara tipe generalis dan tipe spesialis. Awal perselisihan ini 
bersumber pada mas a kolonial (khususnya di Jawa) sekitar tahun 20-an"yakni sejak timbulnya 
dinas-dinas khusus yang menjadi salah satu faktor penting yang "m~nggoyang" kedudukan 
kekuasaan "pangreh-praja" sebagai satu-satunya wakil dari masyarakat. Kedudukan kekuasaan 
"pangreh-praja" menjadi terancam dengan munculnya pejabat-pejabat "modern" sebagai 
pimpinan dinas-dinas khusus tersebut yang secara operasional, berhubungan juga dengan 

masyarakat. Ketika itu, para spesialis baru tersebut yang meIl,lang sebagian berasal struktur 
sosiallokal yang sarna, tetapi karena berbagai alasan sering merppunyai orientasi lain mengenai 
masyarakat. Orientasi tersebut dominan dengan orientasi politik uiltuk kepentingan 
nasionalisme (Nordholt, 1987) 

Dampaknya, pada tahun 50-an faktor partai politik berpengaruh besar terhad~p cara 
melaksanakan koo,rdinasi diantara berbagai dinas pemerintahan, ketentuan monoloyalitas yang 
sangat ketat yang ketika itu dituntut dari pejabat-pejabat pemerintah. Oleh karena itu, mudah 
dipahami bagaimana pemerintah pusat me1alui Departemen Dalam Negeri ingin lebih luas 
menguasai atas segala sesuatu yang bersangkutan dengan masyarakat dan sumberdaya di tingkat 
kecamatan. Aliansi politik dan orientasi pada salah satu partai politik oleh "pamong~praja" 
ketika itu semakin kuat sampai ke tingkat kecamatan bahkan desa. Setiap dinas khusus yang 
berada di kecamatan memiliki kekuatan dari partai-partai poUtik tertentu untukkepentingan 
tertentu pula. Akibatnya, peranan ke1embagaan kecamatan ketika itu tidak berjalan dengan 
efektif karena pada masa itu hampir tioak mungkin terdapat pola relasi atau koordinasi yang . 
efektif diantara dinas-dinas di aras kecamatan. 

Dari realitas yang dipaparkan di atas, terdapat indikasi bahwa kelembagaan kecamatan di masa 
orde lama dipengaruhi oleh kondisi pada masa kolonial dan kekuatan-kekuatan nasionalisme ke 
dalam kekuatan-kekuatan partai politik. Basis tatanan kelembagaan kecamatan ketika itu adalah 
pada beragam ekspektasi dari berbagai kekuatan politik dengan alasan nasionalisme. Indikator­
indikator yang muncul dalam mengukur kekuatan ke1embagaan kecamatan lebih berlandaskan 
kepada penilaian atau akreditasi yang diberikan kekuatan politik, yakni sampai sejauh mana 
dapat memenuhi kepentingan politis dari berbagai pola relasi yang dibangun dalam hubungan 
horizontal dan vertikal. Akhirnya, basis legitimasi terhadap kelembagaan kecamatan tidak 
bersumber dari regulasi yang berlaku ketika itu dan sumber kultural dari masyarakat, tetapi 



,j~bih~· a~ininan bersumber dar! kemampuan tata-pengaturan pimpinan kecarnatan untuk 
mentlptakan 9'larik-ulur'" atas kekuatan-kekuatan politlk dan obligasi sosia1. Den,gall demikian 
pad a mas a orde lama dapat diidentifikasi bahwa pilar normatif berbasis pada obligasi sosial 
dengan alas an politis dan nasionalisme yang rnenopang kelembagaan kecarnatan, yang 
cenderung rnenciptakan potensi konflik di aras akar-rumput dan tidak marnpu berjalan dengan 

efektif. 

Berlandaskan realitas tersebut di atas, pemerintah orde baru pada tahun 70-an mengubah 
kelembagaan kecamatan dengan dua peraturan-perundangan yang menjadi sistem norma dan 
nilai kecarnatan, yakni Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1974 tentang Pernerintahan Daerah 
dan Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Kedua undang-undang 
tersebut dapat dikatakan rnernjuk pada paradigrna pemerintahan yang sentralistis. Dinarnika 
kelembagaan kecarnatan dengan rnuatan sistem norma dan nilainya dan pengorganisasian yang 
dilakukan dorninan dikendalikan oleh kekuasaan dan wewenang carnat. Secara eksplisit 
dinyatakan dalarn Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1974, carnat adalah kepala (penguasa) 
wilayah. Dengan posisi tersebut, camat ketika itu kemampuan koordinasi yang diperankan 
carnat sangat kuat untuk mengkcordinasikan pekerjaan-pekerjaan dinas pemerintahan yang 
bekerja di dalam kecamatannya (hampir sama seperti gubernur dan bupati dalam tingkat 
pemerintahannya). 

Di samping iru, terdapat interprctasi lain terhadap posisi cam at sebag~i' kepala (penguasa) 
wilayah serta r..ll1tutan monoloyalitas terhadap pemerintah pus at, yang secara politis menempati 
posisi atau kedudukan yang lain sarna sekali. Peran aparat kepolisian di wilayah kecamatan 
telah mengambil alih sebagian tugas kepolisian dari camat, termasuk Matri Polisi Pamong Praja. 
Di bidang kesejahteraan, seperti pendidikan, produksi pertanian, dan kesehatan telah 
ditempatkan pejabat-pejabat dinas-dinas di tingkat kecamatan dan dikuti dengan program­
program yang "besar", sehingga rnasing-masing dinas tersebut rn~inbangun kelembagaan dinas 
barn dengan fasilitas barn di wilayah kecarnatan. Akan tetapi dengan argurnentasi pelaksanaan 
pembangunan lima tahun, yang dari sudut tujuannya (trilogi pernbangunan: stabilitas, 
perturnbuhan ekonorn~, dan pcrnerataan) rnenuntut koordinasi yang lebih rnantap. Pada saat itu, 
faktanya di tingkat kecamatanlah terdapat realisasi banyak program (yang top-down). Juga di 
kecamatanlah pelaksanaan pernbangunan hams rnerniliki bentuk kerjasama yang erat dengan 
rnasyarakat. Pemerintah pusat menyadari hal ini, maka muncullah pendekatan Unit Daerah 
Kerja Pernbangunan CPDKP) dengan batas-batas unit kerja yang sarna dengan batas kecamatan. 
Hal ini ketika itu rnengindikasikan sebagai suatu upaya memperkuat kedudukan c,amat dan 
kelembagaan kecamatan, baik terhadap kekuatan-kekuatan dinas-dinas yang bekerja di tingkat 
kecamatan maupun terhadap kemungkinan kekuatan-kekuatan untuk rnenciptakan otonorni 
desa. 

Carnat dan kelernbagaan kecamatan sebagai koordinator kegiatan-kegiatan pemerintah di tingkat 
kecamatan merupakan posisi utama dalam aktivitas UDKP. Posisi kepala wilayah menempati 
kedu~ukan yang berdiri sendiri, yang sedikit banyak hampir sarna seperti gubernur dan bupati 
ketika i tu. Tidak saja dalam kapasitasnya sebagai aparatur pemerintahan tetapi juga sebagai 
"patron" atau "bapak" terhadap masyarakat di kecamatannya. Dinamika ke1embagaan 
kecamatan dan pengorganisasian kecarnatan pada rnasa orde barn tidak saja dibentuk oleh 
peraturan-perundangan yang berlaku pada mas a itu, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan 
politik nasional. Pernbentukan dan legitirnasi terhadap rnusyawarah pirnpinan kecamatan 
(Muspika), aparat rniliter rnenjadi carnat seperti di daerah perbatasan, pernerintahan sipil dengan 
sistem kom'ando, perencanaan ketat dari atas dengim instruksi, skema waktu dan anggaran, 
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men,ghasilkan beban administrasi yang lebih berat bagi staf bawahan. Dengan demikian hampir 
t idak ada waktu untuk berdialog .dan menangkap aspirasi masyarakat daiam wilayah kecamatan. 

:Pada mas a diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 (pasal 81), pemerintah desa 
seratus persen berada di bawah kendali kecamatan, sehingga seorang kepala desa pun bisa 
kehilangan jabatan apabila camat memutuskan atas dasar penilaian yang rasional. Peran 
"mengontrol desa" serta kekuasaan kecamatan di bidang kOI?-trol "keamanan, ketentraman dan 
ketertiban" (tramtib) yang dianggap sebagai fungsi prestisius kecamatan di masa orde baru, 
dianggap sebagai salah satu fungsi peilting kecamatan yang menumbuhkan kewibawaan camat di 
hadapan masyarakat. Pad a masa itu, seluruh gerak dan aktivitas kerja pemerintahan des a sangat 

terawasi secara ketat oleh kecamatan/camat. 

Pada ffiasa ini, masyarakat dipandang sebagai suatu komunitas yang masih terlalu sedikit 
memiliki pengertian akan kebutuhail pembangunan. Apalagi "arus" proyek-proyek dari atas 
yang disediakan dengan anggaran biaya dari pusar, provinsi, atau kabupatenlkota semakin 
memperkuat orlentasi ke "atas". Selain orlentasi vertikal tersebut, di seluruh kecamatan kasus 
studi ini di masa orde baru diperkuat uleh pemahaman yang dilckatkan pada pengertian 
kekuasaan. Oleh karen a itu, perubahan kelembagaan kecamatan dari masa orde lama ke orde 
baru tidak hanya dengan kekuatan regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tetapi juga dipengaruhi oleh keku~i:an-kekuatan politik 
yang menyertai program-program pembangunan ekonomi. Kekuatan regulasi sebagai instrumen 
pembangunan ekonomi (pendanaan pembangunan yang besar dari pemerintah pusat) yang 
disertai dengan kekuatan-kekuatan politik "tunggal" (berbeda dari mas a orde lama) pemerintah 
berkuasa temyata tidak menciptakan bentuk baru pengorganisasian kecamatan. Perubahan yang 
terjadi adalah kekuasaan dan wewenang carnat sebagai penguasa wilayah yang berlandaskan 
kepada tidak hanya pada regulasi yang ada tetapi lebih dominan'kepada monoloyalitas kepada 
kekuatan politik "tunggal". Kelembagaan kecamatan semakin kuat tidak hanya terhadap 
kelembagaan desa tetapi juga terhadap kelembagaan sektoral (dinas) di tingkat kecamatan 
(Gambar 1). Dengan kata lain, kelembagaan dan pengorganisasian kecamatan di masa orde baru 
tidak berhasil mensinerjikan kekuatan-kekuatan, berupa sistem norma dan nilai lokal serta 
tindakan-tindakan ,kolektif yang secara sosiologis telah mengakar dalam kehidupan masyarakat 
setempat. Beberapa kasus menunjukkan pada masa itu, seperti "Mukim" di Aceh; "Nagari" di 
Sumbar; dan "Penggawoh" di Bali, terpinggirkan dalam "percaturan" kelembagaan dan 
pengorganisasian kecamatan. 

Interpretasi realitas kelembagaan kecamatan pada masa orde baru tersebut, menu rut pilar-pilar 
penopang kelembagaan kecamatan, adalah berbeda dengan kelembagaan kecamatan pada masa 
orde lama. Artinya, terjadi perubahan pada pilar-pilar penopang kelembagaan kecamatan dari 
masa orde lama ke masa orde baru. Pada masa orde baru kelembagaan kecamatan diubah dengan 
implementasi sistem norma dan nil a! berupa Uridang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 . dan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Dengan kedua peraturan-perundangan tersebut basis 
tatanan kelembagaan kecamatan bersumber dari atura-aturan regulatif. Mekapisme koersif 
diperankan oleh kelembagaan "atas kecamatan", baik dari tingkat kabupaten, maupun provinsi 
dan pusat. Indikator-indikator implementasi kelembagaan dikembangkan berupa aturan, 
hukum dan sanksi-sanksi, dengan basis legitimasinya pada aspek legal. Oleh karena itu, dapat 
dinyatakan bahwa kelembagaan kecamatan yang dikonstruksikan pada mas a orde baru dimulai 
dengan menciptkan pilar regulative sebagai salah satu instrumen dalam pembarigunan ekonomi. 

Akan tetapi dalam pandangan pemerintahan orde baru, pilar tersebut belum memadai. 
Berdasarkan pengalaman dari dinamika kelembagaan kecamatan pada masa orde lama, 
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mortoloyaHtas aparat ,pemerintlih kecamatan, khususnya cam at, terhadap suatu partai potitik dad 
;argumentasi ,oasionalisme denganaliansi politik tertentu dari beragam partai potitik perlu 
diubah menjadi monoloyalitas terhadap kekuatan politik "tunggal" pemerintah yang berkuasa. 

J;l" 

Gambar 1. Posisi Kecamatan secara Hierarkhis dalam Kerangka Sentralistik 

Basis tatanall kelembagaan kecamatan pada masa orde baru ternyata ·tidak hanya pada aturan 
regulasi tetapi juga pada beragam ekspektasi dari kekuatan politik "tunggal" dengan alasan 
pembangunan. Indikator-indikator yang muncul dalam mengukur kekuatan kelembagaan ' 
kecamatan tidak hanya bersumber dari aturan, hukum, dan sanksi tetapi juga kepada penilaian 
atau akreditasi yang diberikan kekuatan politik "tunggal", yakni sampai sejauh mana dapat 
memenuhi kepentingan politis penguasa dari berbagai pola relasi yang dibangun dalam 
hubungan horizontal dan vertikal. Akhirnya, basis legitimasi terhadap kelembagaan kecamatan 
tidak hanya bersumber dari regulasi yang berlaku ketika itu, tetapi juga bersumber (bahkan 
lebih dominan) dari kemampuan tata-pengaturan pimpinan kecamatan untuk menciptakan 
"tarik-ulur" atas kekuatan-kekuatan politik "tunggal" dan obligasi sosia1. Dengan demikian 
pada mas a orde baru dapat diidentifikasi bahwa pilar regulatifberbasis pada aturan, hukum, dan 
sanksi diserta dengan tata-pengaturan moral berbasis pada obligasi sosial dengan alasan 
pembangunan yang menopang kelembagaan kecamatan. Pada masa itu, tampak "efektif' kareca 
pendanaan pembangunan dari pusat relatif besar dengan perencanaan top-down terpusat ' 
meskipun tanpa mempertimbangkan aspirasi dan tanpa menciptakan ruang bagi partisipasi 
publik. 

2.2. Kelembagaan Kecamatan di Era Reformasi 

~eformasi tata-pemerintahan daerah di Indonesia ditandai dengan implementasi Undang­
Un dang Nomor 22 Tahun , 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diamandemen 
menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berbeda 
dengan undang-undang sebelumnya pada masa orde baru yang lebih merujuk pada paradigma 
pembangunan yang sentralistik, kedua undang-undang tersebut di atas lebih merujuk kepada 
paradigma pembangunan yang desentralistik. Implementasi kedua undang-undang tersebut 
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berdampakpada ke1embagaan ~ecamatan, yakni pada pranata sosialnya m'aupun pada 
pengorganisasian kecamatan. 

Pada saat ini dengan titik berat otonomi daerah di tingkat kabupaten, teras a bahwa semangat 
sentralisme telah berpindah ke kabupaten dan kota. Artinya, pemerintah kabupaten dan kota, 
mendapatkan kesempa,tan besar dalam mengimplementasikan pemusatan kekuasaan dan 
kewenangan yang diperoleh dari pusat kekuasaan di aras kabupaten/kota. Maknanya, semua 
pengaturan dan pengurusan pembangunan, pembinaan sosio-kemasyarakatan, dan pemerintahan 
secara umum umum tersentralisasi di kabupaten yang dimainkan oleh dua akwr pemerintahan 
yaitu bupati dan lembaga perwakilan rakyat daerah. Dalam hal ini, kecamatan merupakan 
bagian dari kabupatenlkota yang hanya melaksanakan wewenang bupati/walikota dan 
pemerintah kabupaten!kota. Camat dan kecamatan tidak lagi melaksanakan wewenang 
pemerintah pusat dan'provinsi di wilayah kecamatannya. 

Community Based Development 
(KomUilitas Desa) 

Kecamatan 

Desa 
(Otonomi Desa) 

f 
Kelompok Sosial 

Local Government Policies (Supra 
Desa) 

KabupatenlKota 
(Otonomi Daerah) 

~ecamatV 

, Gambar 2. Posisi Kecamatan da!am Kerangka Desentralisasi 
I 

Selain itu, derigan <iiimplementasikannya otonomi desa tidak ada lagi kekuasaan dan wewenang 
cam at dan kecamatan "mengendalikan" sepenuhnya desa dan kelembagaan pemerintahan desa. 
Realitas ini tidak ~apat dipungkiri telah menghasilkan dampak "kekecewaan" dari banyak 
kalangan aktor birokrasi kecamatan di bawah subordinasi bupati. Rasa kekecewaan tersebut 
diekspresikan oleh para camat sebagai akibat pergeseran status dan kedudukannya. Pergeseran 
tersebut adalah dari statusnya sebagai kepala wilayah yang menguasai publik di daerahnya, 
kepada status sekedar aparat/fungsiortaris sebpah SKPD yang menguasai wilayah administratif 
di aras kecamatan semata (Gambar 2). Sebagai "pejabat publik" dalam arti pejabat yang masih 
diakui eksistensinya dalam pengaturan dan pembinaan masyarakat (publik), camat pun 
mengalami kekecewaan seperti kekecewaan yang pernah dialami oleh para bupati di masa orde 
baru (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974), ketika kekuasaan pengaturan pembangunan dan 
kemasyarakatan masih dikuasai dan dikendalikan oleh pemerintah pus at. 

Studi dari 10 kecamatan kasus di enam kabupaten yang diteliti dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa camat dan kelembagaan kecaniatan pada posisi yang dilematis. Pada satu 
sisi, kewenangan-kewenangnnnya (sebagai alat dekonsentrasi pada mas a Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1974) kini telah tidak ada lagi. Namun, di sisi lain, anggapan dan ekspektasi 
peran caniat dari masyarakat (publik) atas jabatannya sebagai pengatur wilayah dan pembina 
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: J;I1'~;iiitaka,t tOkat >teta,plah seperti dipersepsikan di masa orde baru ,Undang-Undang Nornor 'S 
Tahu,n 1974}. p.ersoatan muneu1 saat ini (Undang-Undang Nomor 32 Tahunl004) manaka1a 
p~rnenuhan ekspektasi-ekspektasi yang tinggi dari rnasyarakat tersebut ternyata rnernbutuhkan 
ibiaya/dana yang tidak sedikit untuk rnengoperasionalisasikannya di lapangan. Kebutuhan dana 
operasional itu kini tidak dapat lagi dipenuhi oleh instansi keeamatan karena sernua kendali 
aktivitas/dana pernbinaan kernasyarakatan dan pernbangunan telah berada (disentralisasi) di 
bawah kendali bupati (pernerintah kabupaten). 

Seeara faktual, kewenangan yang dirniliki oleh carnat dan kelernbagaan kecamatan pada saat ini, 
hanya rnernberikan "ruang" yang sernpit dan terbatas kepada carnat untuk berperan rnaksirnal 
bagi pUbliknya. Kewenangan-kewenangan itu, rneski diternukan beragarn di enarn kabupaten 
studi, tetapi jelas rnengindikasikan bahwa otoritas cam at cendenmg berkurang. Secara legal, 
berdasarkan Pasal 126 Ayat 2 Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004, carnat mernperoleh 
sebagian wewenang dari bupati. Dari telaah pada kabupaten dan kecarnatan kasus, ternyata 
pelirnpahan wewenang bupati kepada carnat rnelalui surat keputusan bupati dengan jenis 
pelirnpahan wewenang yang bervariasi antara satu kabupaten dengan kabupaten lain. Secara 
norrnatif, carnat melaksanakan wewenangnya di wilayah kecarnatannya dengan rnerujuk kepada 
surat keputusan bupati. Akan tetapi realitasnya, tuntutan rnasyarakat dan kelernbagaan lainnya 
kepada carnat adalah rnasih seperti wewenang carnat seperti dalarn Undang-Undang Nornor 5 
Tahun 1974. 

Perrnasalahan lain yang relevan dengan kelernbagaan kecarnatan, seperti kasus di Nangroe Aceh 
Darussalam (NAD), adalah konflik kelernbagaan yang terkait dengan irnplernentasi Undang­
Un dang No 32 Tahun 2004 'Versus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentling 
Pemerintahan NAD, yang rnernberikan kewenangan luas bagi daerah otonorni khusus. Di 
provinsi ini: pemerintah daerah rnengakui dua institusi pernerintahan lokal di aras kecarnatan, 
yaitu kecarnatan dan "mukim" (cam at 'Vs rnukirn) yang meski berbeda wilayah kerja, narnun 
dalarn penyelesaian masalah kernasyarakatan kedua institusi bisa turnpang tindih satu sarna lain. 
Sebagai akibatnya terjadi "dual-otoritas" dalarn pengaturan rnasyarakat di NAD. Kondisi serupa 
sebenarnya dirasakan pula di Surnatera Barat dengan konsep kelembagaan "nagari" yang 
cenderung berada di antara desa dan kecarnatan. 

Di sarnping itu terjadipula ketidakpastian distribusi "fungsi dan peranan" antara carnat-rnukirn­
keuchik (kepala garnpong) dalam rnengatur dan rnengurus rnasyarakat di wilayahnya. 
Ketidakjelasan ini tampak dalam contoh praktek pernerintahan yang dijalankan carnat dalarn 
rnembentuk kelernbagaan "Tuha Peut" (lernbaga perwakilan rnasyarakat lokal) dan "Tuha 
Lapan" (lernbaga permusyawaratan lokal) di tingkat mukim dan gampong (desa). Padahal sernua 
mengetahui bahwa, mukim dan gampong adalah "entitas politis" berupa kesatuan masyarakat 
hukum (adat) yang mandiri dan otonom dalarn mengatur organisasi rumahtangga politiknya. 
Oleh karena itu, tidak seharusnya rurnahtangga politis kedua kelembagaan tersebut diintervensi 
oleh carnat (pejabat administratif) dari pernerintah kabupaten. Sebagai akibatnya, terjadi 
kesimpangsiuran peran "pengaturan dan pengurusan" yang diperankan ojeh rnasing-masing unit 
institusi di wilayah kecamatan dan desa. 

Kelernbagaan kecamatan di Surnbar, sesuai dengan Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004, 
WaH Nagari yang terpilih dilantik oleh Bupati. WaH Nagari tidak bertanggung jawab kepada 
Carnat, rnelainkan kepada Bupati, rnelalui Carnat. Atasan WaH Nagari adalah Bupati. Wali 
Nagari bukan bawahan Camat, rnelainkan rnitra Cam at. Hubungan WaH Nagari dengan Carnat 
bersifat koordinatif. Hal ini rnengandung potensi konflik antara Cam at dan WaH Nagari. Oleh 
karena Carnat bukanlah atasan WaH Nagari, rnaka seorang Wali Nagari bisa saja tidak kooperatif 
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ba'hkan lidak men,ghormatiatau men,ghiraukan Camat. Camat bisa di "by pass" oieh WaH 
Nagari. Gejala ini sudah muncul, misalnya masalah da'lam nagari dilaporkan 1angsung o'leh WaH 
Nagari ke Bupati, carnat baru 'tahu dari Bupati. Selanjutnya, posisi seorang WaH Nagari 
berhadapan dengan Bupati cukup kuat, karen a ia dipilih langsung oleh rakyat nagari. Oleh 

sebab itu, tidak mudah bagi seorang Bupati untuk memecat seorang WaH Nagari. 

Berubahnya status carnat dari Kepala Wilayah (KP) menjadi Peranagakat Daerah (PD) 
mernbawa irnplikasi pada kekuasaan dan kewenangan Carnal. Sebagai Perangkat Daerah, kini 

carnat tidak lagi rnernbawahi kepala desa (waH nagari) rnauplln dinas sektoral di dalam 
kecamatan. Oleh sebab itu, camat tidak lagi bisa melakukan kontrol kepada kepala desa dan 

dinas sektoral seefektif pada masa lalu. Selanjutnya, keadaan ini kadangkala menimbulkan mis­
koordinasi program pembangunan ke tingkat desa, apalagi ditambah dengan adanya ego sektoral 

dari masing-masing dinas. 

Dalam ketatapemerintahan, berupa penatakelolaan birokrasi di aras kecamatan yang tidak 
terkoordinasi satu sarna lain dengan baik di level kecamatan terjadi di Bantul Yogyakarta. 
Akibatnya, dijumpai adanya ketidakteraturan mckanisme pengaturan sumberdaya manusia 
(SDM) atau aparat pemerintah dalam operasionalisasi dan distribusi tugas dalam pemerintahan 
sehari-hari di kelembagaan kecamatan. Selain itu, kekosongan kelembagaan pengaturan 
"kerjasama antar-kecamatan antar kabupaten!kota" yang berkenaan,' dalam berbagai hal 
pembangunan dan hubungan tata-kemasyarakatan di kawasan tersebut. Dampaknya, terjadi 
ketidakpastian hukum ten tang bagaimana mengorganisasikan kerjasama antar kawasan. Padahal, 
sudah sepantasnya bila camat mendapatkan delegated authority untuk mewakili bupati daIam 
menata-Iaksanakan kerjasama "kerjasama antar-kecamatan antar-kabupatenlkota" ke depan. 

Tuntutan untuk memasukkan "variabel" atau prinsip "menghargai dan mempertimbangkan 
tata-pengaturan lokal sesuai sosio-budaya tempatan dalam kelembagaan kecamatan menjadi hal 
yang penting di Sumbar. Kekurang pedulian terhadap kontcks sosio-budaya lokal akan 
menimbulkan masalah yang akibatnya berupa sistem pemerintahan kecamatan yang kurang 
mampu beradaptasi dengan kondisi lokal. Sistem yang diintroduksikan dari "luar" selama ini 
dinilai tidak cocok dan kurang bisa diterima secara sosioiogis sehingga perIu mcngakomodir 
apresiasi terhada,P sistem pengaturan berbasiskan sosio-budaya lokal dalam tata-Iaksana 
pengaturankelembagaan kecamatan di daerah ini. 

"Ketidakpastian ~ukum" pada kelembagaan kecamatan dapat dijadikan landasan bagi 
bupati/walikota untuk secara tegas dan segera mendelegasikan wewenang atau urusan kepada 
camat ten tang wewenanglurusan apa saja yang bisalboleh didelegasikan ke 'bawah. 
Ketidaktegasan tersebut sampai sejauh ini menimbulkan kegamangan psikologis dari 
bupati/walikota untuk mengambil keputusan berkaitan dengan pendelegasian kewenangan. 
Ukuran-ukuran minimum atau standar minimum cakupan, bentuk kewenangan serta sistem­
insentif kecamatan untuk menjalankan fungsi yang didelegasikan bisa dibangun berdasarkan , 
pada "tipologi kecamatan". Dengan demikian, tipologi kecamatan merupakan kategori penting 
yang harus dilakukan mendahului proses pendelagian kewenangan termasuk pelayanan publik. 

Secara sosiologis, di Bali status camat dan kelembagaan kecamatan telah melekat pada adat 
lokal. Sebagai akibatnya pengangkatan dan pemecatan camat, tidak dapat hanya menggunakan 
pendekatan aturan formal peraturan daerah saja. Dalam kondisi kekuatan norma adat 
melampaui kekuatan norma hukum formal, maka kelembagaan kecamatan di daerah ini menjadi 
kebutuhan dan penting ditopang oleh aturan atau norma lokal. Pandangan masyarakat tentang 
kecamaum sebagai wilayah adminsitratif pemerintahan dan camat sebagai penguasa wilayah 

belumberubah. Bahkan, di dua kecamatan yang dikaji di Bali hal tersebut masih mengakar 
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...... •. , . tiangafkuat. 'Saik masyara'kat maupun pemerintah desa secara faktual masih metihat ,camat 
$eb~gai I<epata wiiayih dengan fungsi-fungsi sosial yang inengikat. Carnat secara sosioiogis masih 
,dianggap sebagai kepala wilayah yang memiliki peran-peran sosial seperti untuk ikut rnelakukan 
mediasi konflik, komunikasi sosial, memimpin acara-acara sosial dan kelembagaan adat. Camat 
masih ditempatkan sebagai salah satu tokoh masyarakat dan "penguasa" di wilayah kecamatan 
yang diharapkan dengan kekuasaan yang dimilikinya akan memainkan peran-peran sosiallebih 
jauh. 

Camat di kecamatan dengan pengaruh kuat kelembagaan adat akan mengukuhkan status dan 
perannya sebagai tokoh panutan masyarakat, bukan hanya pejabat pemerintahan. Sebagaimana 
disebutkan oleh masyarakat Kecamatan Tembuku, bahwa camat itu harus mempcnyai Bibit, 
Bobot, dan Bebet tertentu. Secara kebetulan, camat yang ketika kajian dilakukan memenuhi 
persyaratan itu. Oleh karenanya, selama untuk membela kepentingan publik, dengan 
menjalankan status tokoh panutan, camat "berani" berkreasi di luar pengaturan yang ada. 
Istilah yang diungkap di forum pertemuan adalah berani menyimpang asal bukan rnenyeleweng 
dari amanat rakyat4

• Melalui as as ini pelayanan ke masyarakat dilakukan melului UPTO. 
Artinya, pelayanan-pelayanan itu tetap dibawah kendaH carnat sebagai pejabat untuk 
menentukan arah dan koordinasi kebijakan. 

Pengembangan kelembagaan kecamatan sampai sejauh ini tidak dapat di'iaksanakan karena 
menyangkut tidak adanya ketegasan dalam "tanggung jawab pengelol~im keuangan" yang 
niengikuti pelimpahan sejumlah wewenang dari bupati ke kecamatan, seperti yang terjadi di 
Kabupaten Sambas Kalbar. Sejumlah urusan telah dilimpahkan pengurusannya kepada 
kelembagaan kecamatan, namun otoritas pengelolaan keuangan daninsentif tetap berada di. 
tingkat kabupaten. Mekanisme pelimpahan wewenang seperti ini dirasakan memberikan insentif 
ekonomi yang negatiJbagi kecamatan. Oi Kabupaten Sambas terdap$t 106 wewenang bupati yang 
didelegasikan kepacla cam at, namun tidak dijumpai mekanisQle insentif apapun yang bisa 
mendorong camat untuk berkinerja secara baik menjalankan wewenang tersebut. Dalam keadaan 
seperti ini, pelimpahan kewenangan kepada kecamatan tetap tidak memberikan arti bagi 
kemampuan kelembagaan kecamatan yang semakin berkurang sejak dihapuskannya Un dang­
Undang Nomor 5 Tahunl974. Akibatnya, proses pendelegasian kewenangan tidak berjalan 
mulus sesuai harapan tentang penciptaan kelembagaan pemerintahan kecamatan yang efektif 
dan birokrasi yang efisien. 

Tidak kalah pentingnya adalah diperlukannya strategi pengembangan kelembagaan kecamatan. 
Untuk itu dipandang perlu "payung hukum" yang memadai serta esselouisasi di kelembagaan 
kecamatan perlu diperkuat. Oi Kabupaten Sambas "payung hukum" tersebut merujuk kepada 
Keputusan Bupati Sambas Nomor 114 Tahun 2002 Tentang "Pendelegasian Sebagian 
Wewenang Bupati Kepada Camat di Kabupaten Sambas". Terdapat sebanyak 106 wewenang 
bupati yang dilimpahkan kepada camat dan cenderung bersifat "sektoral". 

Bupati dan Pemerintahan Kabupaten yang selama ini telah membt:rikan pelimpahan wewenang 
dan tanggung jawab kepada kecamatan-kecamatan secara tidak penuh karen a tidak disertai oleh 
tanggung jawab sampai kepada pengelolaan keuangan kegiatan pembangunan telah berdampak 
kepada lambatnya kinerja kecamatan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang 
ada, seperti di wilayah perbatasan. Pelimpahan wewenang serta tanggung jawab secara penuh 

4 Ketika menghadapi sebuah kasus penanganan konflik akibat persoalan adat, camat ini diberi peringatan oleh bupati, bahkan 
akan di5ko~s. Namun, hal itu ditolak oleh masyarakat. Masyarakat kemudian berunjuk rasa membela dan mempertahankan 
camat sebagai tokoh panutannya. 
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dapat meningkatkan sensitifitas kecamatan dalarn memecahkan berbagai permasaiahan dan 

pelaksanaan pembangunan, 

Penge101aan sumberdaya di kecamatan terbentur pada kuantitas dan kualitas sumberdaya yang 
belum memadai, Secara institusional camat memerlukan wewenang yang kuat untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sampai sejauh ini wewenang belum didukung 
prasarana dan sarana yang memadai, khususnya di kecamatan-kecamatan daerah perbatasan 
(Indonesia-Malaysia). Mengembangkan partisipasi masyarakat di wilayah kecamatan-kecamatan 
di daerah perbatasan tidak cukup hanya merujuk kepada kebijakan dan peraturan perundangan 
yang berlaku. Lebih dari pada itu diperlukan pelimpahan wewenang yang khas kepada camat 
dalam kepemimipinannya. Perlu dipertimbangkan beberapa "urusan" yang selama ini 
ditetapkan sebagai urusan pus at dilimpahkan kepada camat sebagai "koordinator" 
penyelenggaraan pemerintahan pusat di wilayahnya (perbatasan). Dalam konteks ini, realitas di 
lapangan menunjukkan bahwa carnat dan kecamatan dapat dilibatkan secara penuh dan aktif 
dalarn setiap program pembangunan yang tidak hanya menangani permasalahan yang mungkin 
akan timbul, tetapi juga tanggung j;twab penuh terhadap keseluruhan rangkaian suatu program 
kerja. Hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir permasalahan yang akan muncul akibat 
tidak sinkronnya antara kebutuhan mendesak masyarakat dengan program pembangunan oleh 
pemerintah pada aras yang lebih tinggi. 

i 

Realitas yang ditemukan dari kabupaten dan kecamatan kasus seperti yang dipaparkan di atas 
menunjukkan, bahwa dari masa orde,baru ke era reformasi telah terjadi evolu~i bersama antara 
kelembagaan kecamatan dan pengorganisasian kecamatan. Akan tetapi peru bah an kelembagaan 
(pranata) kecamatan tidak inheren dengan perubahan dalam pengorganisasian kecamatan. 
Keragaman ancar-daerah terjadi sebagai akibat penafsiran dan res~ons yang khas relevan dengan 
kondisi stuktur sosial dan kultur lokal. Dalam konteks perubahan pranata sosial, tidak seperti di 
masa orde baru yang semata-mata merujuk kepada Undang-UIidang Nomor 5 Tahun 1974 dan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, di era reformasi selain merujuk kepada Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004, peraturan pemerintah, dan peraturan Mendagri juga merujuk kepada 
undang-undang tentang otonomi khusus, seperti NAD dan Papua. Lebih clari itu, karena 
dengan semangat, desentralisasi di tingkat kabupaten implementasl peraturan perundangan 
tersebut ditafsirklm dengan mengimplementasikan keputusan bupati yang beragam sesuai 
dengan kekhasan lokal untuk memberikan wewenang kepada camat dan kelembagaan 
kecamatan. Selain itu, sesuai dengan kekhasim lokal maka kekuatan adat juga memberikan 
"warna" dalam pengorganisasian kelembagaan kecamatan. 

Oleh karena itu, berdasarkan telaah di atas dapat dinyatakan bahwa di era reformasi e~olusi 
bersama antara ke1embagaan kecamatan dan pengorganisasin kecamatan direspons dengan 
organisasi kecamatan yang relatif seragam (dengan kewenangan camat dan kecamatan yang 
semakin lemah) tetapi dengan realitas "pengorganisasian" yang beragam. Regulasi dalam 
bentuk surat keputusan bupati dan kekuatan-kekuatan adat lokal (termasuk kelembagaan lokal 
seperti mukim, nagari, dan penggawoh) mernbentuk respOllS "pengorganisasian" kelembagaan 
kecamatan yang beragam. Bentuk respons "pengorganisasian" kelembagaan kecamatan yang 
beragam tersebut telah menunjukkan suatu kecenderungan sinerji dari beragam sistem norma 
dan nilai serta kekuatan kelembagaan loka!. Akan tetapi, sampai sejauh ini tidak tampak bahwa 
"pengorganisasian" kelembagaan kecamatan dalam wilayah kecamatannya berlangsung dengan 
efektif. 

Telaah terhadap realitas kelembagaan kecamatan di kabupaten dan kecamatan kasus, 
berdasarkan pilar-pilar penopang kelembagaan kecamatan, bahwa dengan semangat 
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·oesentraiisasi di er·a r·eformasi basis tatanan kelembagaan kecamatan di NAD, Sumbar, ,dan Bali 
t idak hanya . berbasls pada aturan-aturan regulasi dan ekspektasi kekuatan-kekuatanpolitik, 
[etapi semakin kuat berbasis dukungan masyarakat dan kelembagaan adat lokal. Oleh karena itu 
basis legitimasi kelembagaan kecamatan di tiga daerah tersebut di atas tidak hanya dari aspek 
legal dan tata-pengaturan tetapi juga didukung kekuatan kultural masyarakat setempat. Artinya, 
kelembagaan kecamatan di NAD, Sumbar, dan Bali telah ditopang oleh pilar regulative, 
normative, dan cultural-cognitive. Diperkirakan dengan pilar cultural-cognitive dapat memperkuat 
proses pelembagaan kecamatan menjadi kelembagaan kecamatan yang efektif. 

Tidak demikian dengan kelembagaan kecamatan di Bantul Yogyakarta dan Sambas Kalbar, pilar 
cultural-cognitive yang berbasis pada tatanan dan legitimasi kultural setempat tidak secara 
signifikan menopang kelembagaan kecamatan. Secara institutional, seperti di Bantul 
Yogyakarta kekuatan otonomi desa memang sangat kuat karena pilar cultural cognitive nya 
menjadi pilar utama dalam kelembagaan desa. Oleh karena itu, kelembagaan kecamstan di 
daerah ini lebih ditopang oleh pilar regulative dan llormative. Akan tetapi realitas seperti ini tidak 
terjadi di Sambas Kalbar. Kelembagaan kecamatan di Sambas Kalbar, yang menggambarkan 
sebagai wilayah perbatasan, lebih banyak ditopang oleh pilar regulative dan normative dan tidak 
tampak kekuatan pilar cultural-cognitive menopang kelembagaan kecamatan. Otonomi dan 
kelembagaan desa yang tidak kuat serta perrnasalahan di kawasan terpencil dan perbatasan, 
seperti lintas-batas, illegal-loging, traficking, dan pertahanan keamanan . yang lebih oanyak 
rnenjadi wewenang pemerintah pusat, tetapi carnat dan kelembagaan kecamatan "mau-tidak­
rnau" harus menyelesaikan permasalahan tersebut menyebabkan penyelesaian masalah lebih 
berorientasi pada kondisi faktual dari pada merujuk kepada regulasi yang ada. Dengan 
demikian, seperti kasus Sambas Kalbar, kc1ernbagaan kecama~all di.: kawasan seperti ini lebih 
dominan ditopang oleh pilar normative yang bcr'basis pada obligasi sosial, dengan tata­
pengaturan yang "disepakati" bersama oleh multi-pihak di pimpin oleh camat dan kelembagaan 
kecarnatan. Tidak berbeda dengan daerah lainnya, kelembagaan kecamatan di kedua daerah ini 
punbelum berperan dengan efektif. 

2.3. Ikhtisar 

Dari masa orde lama, kemudian masa orde baru, sampai dengan di era reformasi kecamatan 
sebagai suatu kelembagaan dan organisasi pemerintahan di daerah telah mengalami perubahan. 
Perubahan yang ber,Iangsung pada tiga periode tersebut menunjukkan terjadinya evolusi 
bersama (co-evolution) pranata sosial dan pengorganisasian kecamatan. 

Dari masa orde lama ke masa orde baru, meskipun berlangsung evolusi bersama pranata sosial 
yang mengatur kecamatan dan pengorganisasiannya tetapi bentuk organisasi kecamatan tidak 
berubah; yakni masih sarna dengan organisasi kecamatan sebelumnya. Perubahan terjadi dalam 
realitas "pengorganisasian" nya yang ditunjukkan semakin kuatnya wewenang camat sebagai 
"penguasa wilayah" dan peran kelembagaan kecarnatan yang tidak hanya mengendalikan desa­
des a dalam wilayahnya tetapi juga mengendalikan kelembagaan (instansi) dinas yang secara 
vertikal beroperasi di wilayah kecamatan dengan seman gat sentralistik dan pendanaan 
pembangunan yang relatif besar dan bersumber dari "atas kecamatan". Realitas peru bah an 
kelembagaan kecamatan tersebut, yang pada masa orde lama ditopang oleh pilar regulative dan 
normative berbasis monoloyalitas pada ali ansi partai politik tertentu dengan landasan 
nasionalisme berubah pada masa orde baru bahwa kelembagaan kecamatan ditopang juga oleh 
pilar regulative dan normative berbasis pada monoloyaIitas .pQIitik "tunggal" dengan landasan 
pembangunan (developemntalism). Dalarn realitas ini, kelembagaan kecamatan berlangsung 
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tefektif {dalam ukuran kuantitatif tekonomi) teta,pi hampir tidak ada ":mang" yang didptakan 
untukaspirasi dan partisipasi masyarakat lokai (dalam u'kuran kua1itatif-sosiologis)~. 

Perubahan berikutnya, dari mas a orde baru ke era reformasi, terjadi perubahan bersama (co­
evolution) pranata sosial kecamatan (implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang 
diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berserta perangkat peraturan 
perundangan di bawahnya seperti peraturan pemerintah, keputusan menteri, sampai kepada 
keputusan bupati) dan organisasi (menjadi SKPD) serta pengorganisasian kecamatan. 
Perubahan pranata sosial yang merujuk kepada paradigma desentralisasi, yakni menciptakan 
"ruang" untuk menangkap kekhasan lokal, menyebabkan adaptasi dan respons setiap daerah 
berbeda dan menjadi beragam. Perbedaan tersebut terakomodasi pada ketiga pilar penopang 
kelembagaan kecamatan. Pad a pilar regulative keragaman muncul karena perbedaan interpretasi 
dalam memberikan wewenang kepada camat dan kelembagaan kecamatan yang dimanifestasikan . 
ke dalam masing-masing surat keputusan bupati. Kemudian, pad a pilar nomiative keragaman 
respons muncul dapat disebabkan semakin kuatnya otonomi dan kelembagaan desa yang 
akibatnya mengubah wewenang camat dan kelembagaan kecamatan berikut karakteristik 
pengorganisasiannya. Selain itu, pada pilar normative keragaman respons dapat pula muncul 
karena persoalan yang dihadapi camat dan kelembagaan kecamatan tidak diatur dalam pilar 
regulative tetapi persoalan harus segera diselesaikan karen a tututan masyatakat dan politis­
administratif. Selanjutnya, pada pilar cultural cognitive keragaman resp6ns muncul karena 
semakin kuatnya tuntutan masyarakat untuk mengedepankan kelembagaan lokal yang berbasis 
kultur setempat. . Kekuatan pilar cultural cognitive ini yang membedakan pengorganisasian 
kelembagaan kecamatan di era reformasi dibandingkan pad a masa orde lama dan orde barn. 

3uatu hal yang perlu dicermati adalah meskipun telah terjadi evolusi' bersama dan kelembagaan 
kecamatan telah ditopang tidak hanya oleh pilar regulative dan normative tetapi juga ditopang 
oleh pilar cultural-cogniti·ve. Maknanya, telah diciptakan "mang" , bagi aspirasi masyarakat lokal 
dan kelembagaan lokalladat dalam kiprah kelembagaan kecamatan. Akan tetapi dalam studi ini, 
sampai sejauh ini kelembagaan kecamatan be1um berlangsung dengan efektif (Gambar 3). 

5 Dalam diillensi kapital sosial rnerupakan salah satu dimensi vertikal "organizational integrity", yaitu sarnpai sejauh mana 
negara atau pemerintah rnarnpu menciptakan "ruang" bagi masyarakat untuk berpartisipasi (Colletta and Cullen, 2000). 
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Gambar 3. Perubahan Kelembagaac Kecamatan dan Pilar Kelembagaan 
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3. BENTUKKELEMBAGAANKECAMATAN:SUATU SISTEM 
ORGANISASI DAN KONTROL TERHADAP SUMBERDA YA 

Dalam analisis perubahan kelembagaan kecamatan dan pilar-pilar kelembagaan kecamatan telah 
terjadi perubahan bersama antara kelembagaan dan organisasi kecamatan (institutional and 
organizational co-evolution). Fakta-fakta ernpiris menunjukkan perubahan kelernbagaan 
kecamatan di era reformasi ini telah ditopang tidak hanya oleh pilar-pilar regulative dan normative 
tetapi juga ditopang oleh pilar cultural-cognitive. Akan tetapi sampai sejauh ini, dalam studi di 
beberapa kabupaten dan kecamatan kasus, menunjukkan bahwa kelernbagaan kecamatan tidak 
berlangsung dengan efektif. Ketidak-efektifan tersebut diindikasikan dengan perbedaan 
persepsi antara pernerintah dan masyarakat dalam hal peran dan wewenang carnat dan 
kelembagaan kecarnatan, konflik peraturan perundangan deugan kekuatan lokal, serta bentuk 
organisasi kecarnatan sebagai SKPD yang tidak efektif menjalankan organisasi kecamatan dan 
dalam mengendalikan kekuatan beragam dinas di wilayah kecamatan. 

Dalam bagian ini akan dipaparkan bagaimana bentuk kelembagaan kecamatan sebagai suatu 
sistern organisasi dan kontrol terhadap sumberdaya. Dalam analisis ini sarnpai sejauh mana 
kelembagaan kecamatan melaksanakan karakteristiknya dalam hal batas , yurisdiksi; property 
rights; dan aturan representasi (rules of representation). Dengan analisis ~ni diharapkan dapat 
dirumuskan bentuk kelembagaan kecamatan yang efektif dari perspektif kelembagaan. 

3.1. Kecamatan sebagai Organisasi dan Kontrol terhadap Sumberdaya 

Berdasarkan fakta-fakta empiris dari studi lapangan di en am k,abupaten, maka disusunlah 
beberapa rurnusan rekonstruksi dan reposisi institusi kecamatan dalam tata-pemerintahan 
daerah di Indonesia. Makna reposisi dan rekonstruksi adalah meletakkan kembali dan 
memberikan makna kembali kelembagaan kecarnatan dalam iata-pernerintahan daerah sesuai 
dengan sernangat dernokrasi dan otonomi lokal (otonomi daerah dan otonomi desa). Reposisi 
dan rekonstruksi tersebut tidak dimaknai sebagai "membongkar struktur kekuasaan dan 
kewenangan" yang ada, namun lebih bermakna pada penajarnan, pembobotan dan reorientasi 
mekanisme kerja d~n kinerja kelembagaan kecamatan dalam pemerintahan. 

"Penguatan" kelembagaan kecamatan seyogyanya dapat menjawab dan dikembangkan sesuai 
persoaian-persoalan, yang dihadapi oleh kelembagaan tersebut tanpa memberikan biaya/dampak ' 
eksternalitas berupa resiko yang besar terhadap keseluruhan sistem pemerintahan di daerah. 
Seperti diketahui bersama, kemunduran fungsi dan peran institusi kecamatan dalam 
pemerintahan daerah di masa berlakunya UU no. 32/2004 adalah karena adanya sejumlah faktor 
struktural. Faktor-faktor tersebut antara lain: semakin kuatnya otonomi daerah (kabupaten) 
dan otonomi desa; pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada camat yang masih "setengah ' 
hati"; dan tugas dan wewenang yang dilimpahkan tidak disertai pendanaan untuk 
melaksanakan wewenang tersebut. Beherapa kendala-struktural tersebut membatasi "gerak" 
kelembagaan kecamatan dalarn melaksanakan tugas dan wewenangnya. 

Studi di 10 kecamatan kasus rnemberikan indikasi bahwa sebenarnya rnasih ada peran-potensial 
yang bisa dimainkan oleh kelembagaan kecamatan pada saat ini dan masa mendatang. Peran itu 
adalah intermediary-role (kelernbagaan penengah) an tara pemerintah desa dan pemerintah 
kabupaten serta peran penengah antara desa satu dan des a lainnya di wilayah kecamatannya. 
Sebagai institusi-perantara hubungan pemerintah desa dan kabupaten, camat dan kelembagaan 
kecamatan diharapkan mampu menyambungkan komunikasi vertikal antara dua entitas 
pemerintahan di dua aras yang berbeda. Sebagai kelembagaan penengah antar-desa, maka 



!kecamatim berperan sebagai fasiHtatoryangbertugas mensinerjikan kerjasama fun,gsional­
horisontal antara satu dan lain desa dalam suatu kawasan. 

Fungsi intermediasi horisontal ini sangat diperlukan, agar diantara mereka (desa-desa) tidak 
terjadi saling "berbenturan" dalam pengembangan kawasan. Kecamatanberperan sangat penting 
dalam mengembangkan infrastruktur jejaringan dan pertukaran antar pihak (desa-desa atau 
desa-kecamatan-kabupaten) agar kerjasama menjadi operasional. Kerjasama menjadi katakunci 
yang penting karena, suasana pemerintahan dalam semangat desentraHsme tidak jarang terbawa 
ke ruang potensi konflik dan ketidaksepahaman yang berpotensi menciptakan konflik. 

Oleh karena itu, dengan berlandaskan pada fakta-fakta empiris perubahan kelembagaan 
kecamatan dan kekuatan pilar-pilar penopang kelembagaan kecamatan di kabupaten kasus studi 
ini, dapat diidcntifikasi arah pengembangan untuk "penguatan" kelembagaan kecamatan 
berbasis kepada kecamatan sebagai "sentra en am jenis kegiatan" dalam batas wilayah tertentu 
kecamatan, yakni sebagai : (1) Pusat pelayanan masyarakat termasuk dalam hal pengembangan 
fungsi perijinan terbatas dan administrasi kependudukan; (2) Pusat manjemen krisis, terutama 
ikut dalam pengelolaan konservasi sumberdaya alam, penanganan masalah akibat bencana alam 
dan bencana sosial (konflik); (3) Pusat pengendalian ketcrtiban dan keamanan masyarakat, 
termasuk dalam hal penyclarasan antara ad at dan aspek-aspek pemerintahan dan penyelesaian 
konflik antar-pihak dalam aras dan antar-desa; (4) Kelembagaan simpul6embangunan yang 
menangani kerjasama spasial-kewilayahan lokal dalam suatu kawasan /hdministratif, sosial­
ekonomi, dan ekologi; (5) Kelembagaan simpul jejaring kerjasama untuk pemberdayaan 
masyarakat dan desa secara partisipatif; dan (6) Kelembagaan penyelaras antar-desa untuk 
menyelaraskan pengaturan-pengaturan di aras antar-desa dan fasilitasi penguatan pemerintahan 
desa. Permasalahannya adalah sampai sejauh mana kelembagaan kecamatan sebagai suatn 
organisasi dan kontrol terhadap sumberdaya mampu mengimplementasika "sentra enam jenis 
kegiatan" tersebut. 

Kecamatan memiliki peran penting dalam penataan kawasan terutama di daerah, terutama 
menyangkut perencanaan-perencanaan yang tidak membutuhkan kewenangan dan tidak 
membutuhkan decision making karena kewenangan tetap di kabupaten. Oleh karena , itu, 
sebaiknya kecamatan berperan sebagai point of services atau sauces of services. Peran kecamatan, 
dimana jarak dari satu desa ke desa yang lain cukup jauh dan aksesibilitas rendah maka sangat 
perlu peran kecamatan dibandingkan kecamatan di perkotaan tetapi tetap sebagai point of services 
atau sauces of services' dengan kewen::mgan di tingkat kabupaten. Walaupun demikian, kasus di 
NAD ada kecamatan yang saat ini karena kebutuhan dan tuntutan untuk lebih meningkatkan 
pelayanan pada masyarakatnya, meminta pelimpahan wewenang dad kabupaten ke tingkat 

kecamatan, misalnya dalam pengelolaan 1MB dan pasar. Pendelegasian sebagian we\venang 
perlu dilakukan keeamatan menyangkut urusan-urusan tertentu karena manajemen kabupaten 
dengan bupatinya membutuhkan rentang kendaH manajemen untuk koordinasi sangadah besar, 
khusus untuk Kabupaten Aceh Besar saja memiliki rentang kendaH sekitar 306 mukimldesa 
sehingga bisa dibayangkan bagaimana rentang kendaH tersebut dapat dilakukan jika tanpa ada 
kecamatan. 

Kasus di Sumbar, dalam hubungannya dengan WaH Nagari, seeara struktural eamat tidak lagi 
sebagai atasan. WaH Nagari bukan merupakan bawahan camat, melainkan sebagai mitra kerja 
camat. Hubungan cam at dengan waH nagari merupakan hubungan koordinatif. Oleh sebab itu, 
pada masa kini seorang camat tidak bisa lagi memberhentikan atau memecat seorang wali nagari, 
seperti pada masa sebelumnya. Jika seorang wali nagari melakukan kesalahan, misalnya, maka 
BPRN-lah yang melakukan rapat untuk membahas masalah tersebut. BPRN dapat memutuskan 
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untu'k memberhentikan seorang wali na,gari, 1alu menyampaikankeputusan tersebut kepada 
bupati untuk ditindak lanjuti. Dalam hal im, camat dapat memberikan dukungan untuk 
menguatkan keputusan BPRN, serta menyarankan Bupati untuk mengambil keputusan sesuai 

dengan keputusan BPRN tersebut. 

Kasus untuk kecamatan-kecamatan di Yogyakarta, posisinya harus dihapuskan karena tidak 
memperlancar delivery Junction and public services. Terlebih dengan adanya otonomi desa, banyak 
kegiatan pembangunan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi dan 
kabupaten yang langsung di-delivery ke desa tanpa sepengetahuan pihak Kecamatan, dengan 
berbagai variasi kapasitas kepala dan aparat desanya. Disamping itu, Institutional distrust terjadi di 
tingkat kecamatan dan muncul ketika beberapa program pemerintah didelivery dari pemerintah 
pusat secara langsung ke kecamatan dengan membentuk kelembagaan baru, yaitu PPK (di level 
kecamatan dan P2KP di level des a). P2KP dan PPK didesain pada saat lembaga asing distrust 
terhadap kelembagaan birokrasi kecamatau yang ada. Hal ini makin memperkuat posisi 
kecamatan. P2KP dan PPK seharusnya termuat dalam RPJMP yang harns dimusyawarahkan 
dalam Musrenbang dan tertulis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tetapi 
kenyataannya P2KP dan PPK adalah suatu program yang terpisah dari RPJMP karena P2KP 
dan PPK adalah suatu proyek dari Pemerintah Pus at. 

Bupati dan Pemerintahan Kabupaten yang selama ini telah memberikan pelimpahan wewenang 
dan tanggung jawab kepada kecamatan-kl!camatan secara tidak penuh. OlehJ~arena tidak disertai 
oleh tanggung jawab sampai kepada pengelolaan keuangan kegiatan pembangunan telah 
berdampak kepada lambatnya kinerja kecamatan dalam menyelesaikan permasalahan­
permasalahan yang ada, terutama di wiIayah perbatasan. Pelimpahan wewenang sena tanggung . 
jawab secara penuh dapat meningkatkan sensitifitas kecamatan dalam memecahkan berbagai 
permasalahan dan pelaksanaan pembangunan. Pengelolaan sumberdaya di kecamatan terbentur 
pada kuantitas dan kualitas sumeerdaya yang belum mcmadai. Secara institusional camat 
memerlukan wewenang yang kuat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sampai 
sejauh ini wewenacg belum didukung prasarana dan sarana yang memadai, seperti di 
kecamatan-kecamatan daerah perbatasan. 

Realitas dari beberal>a kasus kecamatan studi menunjukkan bahwa peran kecamatan dalam 
mengauir alokasi sumberdaya di wilayahkecamatannya lemah dan tidak efektif. Kelembagaan 
kecamatan tidak mempunyai akses yang kuat terhadap aktivitas pembangunan · berbasis 
sumberdaya yang berlangsung di desa-desa dalam wilayah kecamatannya, aktivitas dinas-dinas 
vertikal yang beroperasi di wilayahnya, serta program-program yang pendanaan diluar APBD 
kabupaten. 

Fungsi pelayanan kepada masyarakat tidak efektif karena kewenangan terbatas yang diberikan 
tidak didukung oleh sinergitas kelembagaan lain baik secara vertikal maupun horizontal. 
Manajemen krisis adalah fungsi yang dapat diperankan segera tetapi tidak didukung oleh 
"energi" (pendanaan) yang memadai. Dalam hal pengendalian ketertiban dan keamanan terjadi 
tumpang-tindih dan ketidaksinkronall antara kelembagaan kecamatan dengan kelembagaan 
ketertiban (polis i) dan keamanan (militer) dalam satuan wilayah kecamatan. Sebagai simpul 
pembangunan tidak didukung oleh peraturan-perundangan yang kuat, akhirnya kelembagaan 
kecamatan sibuk menghadapi kekuatan dari des a dengan otonominya dan ketidak-efektifan 
pelimpahan wewenang dari bupati (kabupaten), sehingga tidak mampu melaksanakall kerjasama 
spasial antar-desa dalam satuan wilayah ataupun antar-wilayah, membangun dan memfasilitasi 
jejaring, serta penyelaras antar-desa. 
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Diperlukan ;strategi pengembangan ke<:amatan yang tidak banya berlandaskan pada peraturan­
perundangan. Perlu dilakukan kegiatan peinban,gunan fang "menyimpang"" tetapi "tidak 
menyeleweng" dengan mensinerjikan kebijakan"dinas" dan kekuatan ·"adat". Untuk itu camat, 
meskipun menurut peraturan perundangan adalah perangkat daerah (bupati), tetapi realitasnya 
dan secara historis (kasus Bali: penggawoh) merupakan "penguasa wilayah". Secara 
institusional, memobilisasi dan mengelola sumberdaya di aras kecamatan perlu mensinerjikan 
"sumberdaya alam" - "surnberdaya manusia" - "sumberdaya ad at". Permasalahan pembangunan 
dan permasalahan masyarakat di aras kecamatan di kecamatan dalam situasi tertentu "barus" 
melalui kelembagaan adat yang melakukan peran-peran lokalisasi permasalahan, pengalihan 
masalah, dan penanggulangan masalah. 

Membahas kecamatan sebenarnya lebih menelaah pada hubungan vertikal: kecamatan dengan 
kabupaten, dan kecamatan dengan desa-desa. Apabila kemudian ada isu perdebatan tentang 
eksistensi kecamatan: antara pembubaran sampai memastikan kecamatan tetap dalam posisi saat 
ini namun perlu diperjelas fungsinya; maka pilihan itu dapat dikatakan sebuah kontinuum. 
Kasus di Bali, pembubaran kecamatan merupakan sebuah pilihan sulit dan tidak diterima. 
Namun, apabila seandainya akan dilakukan juga, maka sebeium itu dipuruskan penguatan 
kapasitas masyarakat desa dinas dan ad at perlu dilakukan. Pembubaran kecamatan dapat 
diputuskan pada kondisi masyarakat dan desa (adat dan dims) telah benar-benar kuat dan 
mandiri. Sedangkan yang lain berpandangan, bahwa pembubaran kecamatan bukan p~lihan. 
Akan tetapi, apabila itu akan dilakukan juga, maka keputusan dapat diambi'l setelah birokrasi di 
aras kabupaten telah kuat dan berteknologi canggih, sehingga dapat memberi pelayanan ke 
publik dengan baik6

• 

Mengembangkan partisipasi masyarakat di wilayah kecamatan-kecamatan, seperti di daerah 
perbatasan, tidak cukup hanya merujuk kepada kebijakan dan peraturan perundangan yang 
berlaku. Lebih dari pada itu diperlukan pelimpahan wewenang yang khas kepada camat dalam 
kepemimipinannya. Perlu dipertimbangkan beberapa "urusan" yang selama lni ditetapkan 
sebagai urusan pusat dilimpahkan kepada camat sebagai "koordinator" penyelenggaraan 
pemerintahan pusat di wilayahnya (perbatasan). Dalam konteks ini, realitas di lapangan 
menunjukkan bahwa camat dan kecamatan dapa:t dilibatkan secara penuh dan aktif dalam sedap 
program pembangunan yang tidak hanya menangalli permasalahan yang mungkin akan timbul, 
tetapi juga tanggung jawab penuh terhadap keseluruhan rangkaian suatu program kerja. Hal 
tersebut dimaksndkan untuk meminimalkan permasaiahan yang akan muncul akibat tidak 
sinkronnya antara kebutuhan mendesak n1asyarakat dengan program pembangunan oleh 
pemerintah pada aras yang lebih tinggi. 

Dalam aktivitas pembangunan masih dirasakan ketidakmampuan kelembagaan kecamatan 
mengelola secara sinergis perencanaan dan kebijakan pembangunan yang selama ini berlangsung 
pada tiga jalur: (1) Jalur Dinas Sektoral (top down) dengan sumber pendanaan APBD; (2) 
Musrenbang dari tingkat kecamatan ke kabupaten dengan sumber pendanaan APBD; dan (3) 
Jalur PPK dengan block grant (partisipatif dan lebih berhasil). Sampai sejauh ini kelembagaan ' 
kecamatan berperan sebagai fasilitator. Perencanaan "model PPK" tidak dapat sepenuhnya 
diadopsi daIam perencanaan kecamatan karena penetapan anggaran dilakukan melaiui 
keputusan politis di DPRD kabupaten yang berbeda dengan block grant dalam model PPK . 

• Sebenarnya menarik mempelajari penguatan kabupaten dan menjadikan kabupaten sebagai perangkat daerah di Kabupaten 
Jembrana. Namun, dapat ditangkap gejala di kabupaten ini---yang konon mengunggulkan pelayanan publik dengan 
pengaturan yang baik, belum sampai taraf untuk menghilangkan kecamatan. Malahan, dari wawancara informal dengan 
pejabat-pejabat daerah dan kelompok masyarakat, ada gejala penguatan kabupaten yang dilakukan lebih menguatkan "iklim 
birokrasi sentralisasi" dengan menghilangkan nuansa kebebasan masyarakat dalam berekspresi dan berdemokrasi. 
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Rea'litasnya, ,carnat dan kecamatan ttidak 'dapat 'berpuat banyak . ~alam halperencanaan daln 
imp1ementasi pembangunan tersebut. Rancangan ·ke depan, kelembagaan kecamatan perlu 
diperkuat dengan didukung oleh peraturan perundangan yang kuat, yang cenderung 
memperkuat kelembagaan kecamatan. Meskipun demikian apabila kelembagaan kecamatan 
akan dihapuskan tidak menjadi masalah, yang penting memperkuat kelembagaan di bawah 
kecamatan untuk menggantikan peranan kecamatan. 

Tabel 3. Matriks Peran Kelembagaan Kecamatan sebagai Sistem Organisasi dan Kontrol terhadap 
Sumberdaya dalam Era Reformasi 

Sentra Enam Jenis Batas Yurisdiksi Property Rights Rules of Representation Kegiatan 
1. Pusat peJayanan Diatur oleh kabupaten Dimiliki oleh KeJembagaan kecamatan 

ijin terbatas & dan sudah berlangsung kelembagaan pemerintah sudah mampu 
kependudukan kabUpaten dan bupati memfasili tasinya 

2. Pusat Masih diatur oleh Dimiliki okh Kelembagaan kecamatan 
manajemen pemerintah pusat. Akan kdembagaan pemerintah beserta masyarakat 
krisis, tetapi apabila terjadi krisis pusat mampu melaksanakan 
konservasi, camat dan kelembag&:m apabiia dengan skema 
bencana alam & kecamatan yang diminta pendanaan yang jeJas dan 
sosial untuk aksi mencukupi 

3. Pusat Diatur oleh kabupaten Dimiliki oleh ,Kelembagaan kecamatan 
pengendalian dan sudah berlangsung kelembagaan pemerintah sudah mampu 
keamanan & kabUpaten dan bupati 

.' 
memfasilitasinya 

ketertiban 
4. Kelembagaan Diatur oleh kabupaten Dimiliki oleh Kelembagaan kecamatan 

simpul dan sudah berlangsung kelembagaan pemerintah belummampu 
pembangunan kabUpaten dan bupati memfasilitasinya karena 
spasial- keterbatasan sumberdaya 
kewilayahan 

5. Kelembagaan Diatur oleh kabupaten Dimiliki oleh Kelembagaan kecamatan 
simpul jejaring dan suctah berlangsung kelembagaan pemerintah sudah mampu 
kerjasama & kabUpaten dan bupati memfasilitasinya 
pemberd~aan 

6. Kelembagaan Diatur oleh kabupaten Dimiliki oleh Kelembagaan kecamatan 
penyelans dan belum berlangsung kelembagaan pemerintah sudah mampu 
an tar-des a kabUpaten dan bupati memfasili tasin}'ll 

Kasimpulan Camat dan kelembagaan kecamatan tidak merepresentasikan atau Iemah sebagai 
suatu sis tern organisasi dan kontrol terhadap sumberdaya dalam wilayah 

kecamatannya 

Kebijakan yang Bupati dengan jelas dan Sesuai dengan peraturan- Kelembagaan kecamatan 
diperlukan tegas perlu melimpahkan perundangan yang berlaku diberikan wewenang 

wewenangsentraenam relevan untuk menjadi fasilitator dalam 
kegiatan kepada camat melimpahkan wewenang mensinegikan kekuatan-

dan kelembagaan kepada carnat sebagai . kekuatan (rnulti-pihak) 
kecamatan "~pala wilayah" di baik secara horizontal dan 

bawah kuasa dan kontrol vertikal dalam batas 
bupati . wilayahnya 

Oleh karen a itu, perlu dianalisis bagaimana "sentra en am jenis kegiatan" kelembagaan 
kecamata~ tersebut memiliki kejelasan dan kekuatan dalam batas-batas yurisdiksi, hak-hak 
penguasaan (property rights), dan aturan-aturan representasi (rules of representation) . Hasil analisis 
terhadap kelembagaan kecamatan sebagai suatu sistem organisasi dan kontrol terhadap 
sumberdaya (Tabel 3), menunjukkan bahwa Cam at dan kele~bagaan kecamatan tidak 
merepresentasikan atau lemah sebagai suatu sistem organisasi dan kontrol terhadap sumberdaya 
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{ialam wi1ayah kecamatimnya. Diperkirakan) faktor ini yang menyelJabkan di era reformasi ini 
kdem'bagaan kecamatan tidak mampu berperan dengan efektif ketika menghadap'i otonomi clesa 
dibawah kendali pemerintahan yan,g memiliki kekuatan otonomi daerah (kabupaten). 

3.2. Arah Bentuk Kelembagaan Kecamatan 

Studi empiris yang te1ah dilakukan di lima provinsi seperti dikemukakan di atas, apabila 
ditelaah dengan perspektif kelembagaan seperti dengan pendekatan konseptual tersebut di atas, 
maka posisi terkini kelembagaan kecamatan adalah behim mencirikan atau belum memiliki tiga 
karakteristik utama tersebut. Ketidak-mampuan kelembagaan kecamatan tersebut · di atas 
disebabkan oleh dalam pola hubungan vertikal kabupaten-kecamatan "tekanan" ke1embagaan 
sektoral (dinas) me1alui UPTD tidak mampu dikendalikan oleh kelembagaan kecamatan. Jika 
pun ada itu terbatas pada fungsi koordinasi yang tidak jelasa an tara yang dikoordinasikan di aras 
kebijakan dengan realitas di lapangan. Demikian pula dalam hubungan vertikal desa­
kecamatan, komunitas desa dan ke1embagaan pemerintahan desa dalam hal-hal yang 
"menguntungkan" realitasnya selalu "melewati" ke1embagaan kecamatan, memang sampai 
sejauh ini tidak jelas bagaimana rules of represmtation nya. Akan tetapi apabila komunitas dan 
kelembagaan pemerintahan des a menghadapi masalah atau berbagai masalah biasanya mereka 
baru menganggap hal ini menjadi tanggung jawab ke1embagaan kecamatan. , 

Enam sentra kegiatan kecamatan ter3ebut di atas dapat dikategorikan sebagai fungsi-fungsi 
k~lembagaan kecamatan dalam pe1ayanan, "pembangunan" (dalam makna/pemberdayaan), dan 
pemerintahan. Dalam pola hubungan vertikal kabupaten-kecamatan, secara institusional 
terdapat pand~ngan bahwa bupati perlu memberikan wewenang yang jelas kepada camat dan . 
kelembagaan kecamatan dibawah kuasa bupati, yang dimaknai "camat adalah aparat bupati yang 
diberi kekuasaan dan wewenang oleh bupati dalam satuan wilayah kecamatan untuk 
melaksanakan enam fungsi kecamatan". Dengan kata lain "caJIlat adalah penguasa wilayah 
kecamatan" (yang berbeda dengan nomenklatur "penguasa wilayah" seperti dalam Undang­
Undang Nomor 5 Tahun 1974). Akan tetapi dengan kekuasaan dan wewenang yang 
dilimpahkan dengan jelas oleh bupati melalui peraturan-perundangan maka camat dan 
kelembagaan kecamatan dapat memiliki dan melaksanakan tiga karakteristik utama sebagai 
kelembagaar.. kecamatan yang memiliki batas yurisdiksi, property rights, dan rules of representation. 
Apabila tiga karakteristik utama tersebut dapat dimiliki dan dilaksanakan oleh cam at dan 
kelembagaan kecamatan, maka dalam pola hubungan vertikal desa-kecamatan, kelembagaan 
kecamatan secara efektif dapat melaksanakan fungsi-fungsi kerjasama spasial antar-desa dalam 
satuan wilayah ataupun antar-wilayah, membangun dan memfasilitasi jejaring, sertapenyelaras 
antar-desa. 

Oleh karena itu, dari perspektif kelembagaan, diperlukan suatu kelembagaan kecamatan 
berfungsi dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pemerintahan yang "diikat" oleh tiga 
karakteristik utama dengan kuat untuk melaksanakan fungsi tersebut. Konsekuensinya, pada 
"huIu" pemberdayaan perlu dilakukan perencanaan partisipatif dari setiap komunitas desa yang 
"diangkat" sampai ke tingkat kabupaten dengan peran fasilitasi dari kelembagaan kecamatan 
dan kelembagaan kecamatan melaksnakan fungsi-fungsi kerjasama spasial antar-desa dalam 
satuan wilayah ataupun antar-wilayah, membangun dan memfasilitasi jejaring, sertapenyelaras 
antar-desa. Di tingkat birokrasi dan kelembagaan pemerintahan kabupaten perlu dilakukan 
"penyederhanaan" kelembagaan sektoral (dinas, badan, dan kantor), yang kemudian secara 
kelembagaan peranan sektoral tersebut di satuan wialayah kecamatan dintegrasikan dengan 
kelembagaan kecamatan. Fungsi kelembagaan sektoral mulai dari kabupaten sampai dengan 
kecamatan tersebut dibatasi, tidak melakukan fungsi penetrasi aksi program atau proyek 
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pembangunan Itetapi hanya lerbatas merumuskan dan m:elaksanakan kebijakan yang 
memberikan insentif dalam proses Ipembangunah (pemberdayaan), supervisi~ monitoring, dan 
evaluasi, yang kemudian clapat menyempurnakan kebijakan insentif sebe1umnya. Program­
program pembangunan 'ke komunitas desa, antar-wilayah, dan kawasan dad kabupaten lebih 
difokuskan dalam hal infrastruktur, sarana, dan prasarana . 

Bentuk organisasi kecamatan, di satu. sisi mendudukkan posis~camat dan kelembagaan 
kecamatan sebagai ujung-tombak pemenntah kabupaten, sehingga lebih banyak mengemban 
kepentingan "supra-desa". Pada sisi yang lain menempatkan posisi camat dan" kelembagaan 
kecamatan adalah ujung-tombak atau penyambung kepentingan des a yang berada di wilayah 
administratifnya. Artinya, camat dan kelembagaan kecamatan berperan "mcmpersambungkan" 
birokrasi (pemerintah "atas kecamatan") dan warga masyarakat (desa). 

Bentuk organisasi kecamatan seperti tersebut dapat memfasilitasi kerjasama antar desa 
sekawasan. Padahal diketahui bahwa dengan menafikan eksistensi desa tetangganya, maka 
sebuah desa tidak akan dapat berkembang dengan baik. Dalam kehidupan berkultur pertanian 
serta berbasis sumberdaya aiam, bukti-bukti tentang saling-ketergantungan, misalnya dalam hal 
irigasi dan pengelolaan sumberdaya air, antar-desa telah iamak diketahui pentingnya jejaring 
kerjasama antar kawasan, dimana kecamatan dapat mengambil peranan penting dalam hal ini. 
Keperluan seperti ini dapat diidentifikasi di en am kabupaten studio 

Selain itu, terdapat keinginan bahwa kecamatan juga menjadi pusat penanganan krisis yang bisa 
selalu ~}ap un~k dihubungi oleb warga desa bilamana diperlukan (Kasus NAD dan DIY). 
Sebagai pusat krisis, posisi kecamatan dianggap cocok untuk melakukan proses-proses liaison 
dengan otoritas supra-desa atas nama warga rlesa. Selanjutnya , dalam melakukall p:-oses 
perencanaan wilayah (seperti di NAD, Sumbar, Bali, dan Kalbat). Kelembagaan kecamatan 
yang herada di tempat itulah yang menjadi sangat strategis sebag~i basis perencanaan wilayah 
yang menghimpun kepentingan desa secara partisipatif. Kelembagaan kecamatan pun 
semestinya bisa menjadi lembaga perantara pemerintah kabupaten dan desa yang secara terus­
menerus memerankan fungsi quality assurance baik terhadap proses pembangunan maupun 
sekedar pembinaan aparat des a dan kecamatan. Dengan demikian camat boleh berperan sebagai 
penghubung pihak-pihak yang hendak reemberdayakan dan menciptakan praktek pemerintahan 
yang bersih (good governance). 

Meskipun demikian, diperkirakan terdapat resiko yang akan dihadapi dalam skenario perubahan 
fungsi dan kelembagaan kecamatan tersebut adalah "social cost" akibat " "penyederhanaan" 
kelembagaan sektoral di aras kabupaten dan "berkurangnya" " proyek sektoral yang telah 
dilimpahkan kepada masyarakat dengan pihak ketiga. Konflik kepentingan akan muncul 
dengan kuat, apalagi dikaitkan dengan dinamika politik praktis yang sekarang terjadi di aras 
lokal. Oleh karena itu, agar perubahan tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat dan 
rnultipihak, rnaka dalam jangka menengah dan jangka panjang fungsi peiayanan sudah barus 
dipersiapkan dan dikonstruksikan dalam bentuk pelayanan yang kuat, misalnya dimulai dengan 
menciptakan dan mengembangan kelembagaan One Stop Services (OSS) di aras kabupaten yimg 
memiliki networking dengan aras kecamatan . 
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.. ~ . 4. :KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 

4.1. lKesimpulan 

Orientasi "penguatan" kecamatan dari perspektif kelembagaan adalah mengefektifkan 
pemerintahan ka'bupaten untuk memberdayakan desa dan masyarakat desa. Dengan orientasi 
tersebut diperlukan suatu hentuk kelembagaan kecamatan, yang di satu sisi mendudukkan posisi 
cam at dan kelembagaan kecamatan sebagai ujung-tombak pemerintah kabupaten, sehingga lebih 
banyak mengemban kepentingan "supra-desa". Pad a sisi yang lain menempatkan posisi camat 
dan kelembagaan kecamatan adalah ujung-tombak atau penyambung kepentingan desa yang 
berada di wilayah administratifnya. Camat dan kelembagaan kecamatan berperan 
"mempersambungkan" birokrasi (pemerintah "supra kecamatan") dan warga masyarakat 
(komunitas desa). 

Benruk kelembagaan kecamatan yang diarahkan untuk "mempersambungkan" birokrasi 
(pemeritahan "supra kecamatan") dan warga masyarakat (komunitas desa) dikonstruksikan 
berdasarkan kesimpulan spesifik berikut : 
1. Dari masa orde lama, kemudian mas a orde baru, sampai dengan di era reformasi kecarnatan 

sebagai sua!u kelembagaan dan organisasi pemerintahan di daerah telah rnengalami 
perubahan. Perubahan yang berlangsung pada tiga periodetersebut rnenunjukkan terjadinya 
evolusi bersarna (co-evolution) pranata sosial dan pengorganisasian kecamatan. 

2. ' Perubahan pranam sosial yang rnerujuk kepada paradigma desentralisasl, yakni menciptakan 
"ruang" untuk menangkap kekhasan 10k ai, rnenyebabkan adaptasi dan respons setiap daerah 
berbeda dan menjadi beragam. Perbedaan tersebut terakornodasi pada ketiga pilar penopang 
kelembagaan kecamatan. Pada pilar regulative keragarnan ~uncul karena perbedaan 
interpretasi dalam mernberikan wewenang kepada carnat dan ke}ernbagaan kecarnatan. Pad a 
pilar normative kcragaman respons muncul dapat disebabkan ~emakin kuatnya otonomi dan 
kelembagaan desa yang akibatnya mengubah wewenang cama't dan kelembagaan kecamatan 
berikut karakteristik pengorganisasiannya. Pada pilar cultural cognitive keragaman respons 
muncul karena semakin kuatnya tuntutan masyarakat untuk mengedepankan kelembagaan 
lokal yang berbasis kultur setempat. Kekuatan pilar cultural cognitive ini yang membedakan 
pengorganisasian kelembagaan kecamatan oi er~ reformasi dibandingkan pada masa orde 
lama dan orde baru. Suatu hal yang perlu dicermati adalah meskipun telah terjadi evolusi 
bersarna dan ditopang oleh ketiga pilar tersebut, kelernbagaan kecamatan belum berlangsung 
dengan efektif. 

3. Carnat dan kelernbagaan kecamatan tidak rnerepresentasikan atau lernan sebagai suatu sis tern 
organisasi dan kontrol terhadap sumberdaya dalam wilayah kecamatannya. 

4.2. Irnplikasi Kebijakan 

Dalam tata-pernerintahan di daerah, carnat dan kelembagaan kecarnatan adalah bagian integral 
dad pemerintahan kabupaten. Oleh karena itu untuk rneningkatkan kapasitas kelernbagaan 
kecamatan diperlukan arah kebijakan berupa isentif-insentifkelernbagaan (institutional incentives) 
berupa: 

1. Pelirnpahan wewenang kepada camat sebagai "kepala wilayah" dalarn batasan wilayah 
kecarnatannya di bawah kuasa dan kontrol bupati. 

2. Pelirnpahan sebagian wewenang bupati kepada camat untuk me1aksanakan sentra enam 
kegiatan kelernbagaan kecamatan. 

• 
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3. Petimpahan wewenan.g kepada kelembagaan kecamatan ',dalarn rnemfasilitasi sinerjitas 
lkekuatan-kekuatan multipihak, baik secara horizontal maupun vertikal dalarn batasan 

wi'layahnya. 

Pelimpahan wewenang dan sebagian wewenang bupati kepada carnat tersebut dinyatakan secara 
eksplisit dalam peraturan-perundangan yang mengatur ten tang pemerintahan daerah dan 
pemerintahan desa yang kemudian secara rind diatur dalam surat keputusan bupati. 

/ 
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